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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Bontang Tahun 2011-2016 telah selesai direview.  

Renstra SKPD ini kami harapkan dapat mendorong transparansi dan 

meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang dalam upaya 

mewujudkan Visi ”Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Sosial dan 

Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bontang”.  

Kami menyadari bahwa Review Renstra SKPD ini masih jauh dari harapan kita, 

untuk itu tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami 

harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD ini di masa yang akan 

datang. 

Demikian Review Renstra SKPD ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka peningkatan kinerja untuk 

mewujudkan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

 Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam 

sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing wajib menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. 

Sedangkan untuk SKPD menyusun Rencana Strategis SKPD masing-masing. 

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas 

merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Review Rencana Strategis SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Tahapan yang dilaksanakan 

mencakup : 

1. Pernyataan tentang Visi dan Misi; 

2. Faktor-faktor penentu keberhasilan; 

3. Penetapan-penetapan Tujuan dan Sasaran; 

4. Penetapan Rencana Strategis yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan; 

Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang tahun 2011-2016 adalah   

”Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan serta 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bontang”, dengan Misi-Misinya: 

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Menyelenggarakan Administrasi yang Tertib 

untuk Menunjang Pelayanan Prima kepada Masyarakat; 
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2. Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan; 

3. Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Penyandang Masalah dan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Angkatan Kerja Melalui Pelatihan, 

Sertifikasi, Keterampilan dan Produktivitas; 

5. Meningkatkan Hubungan Kerja yang Harmonis; 

6. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Rehabilitasi serta Bantuan Jaminan 

Sosial. 

Demikian Review Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan 

fungsi dan peranan organisasi. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

  

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan 

terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan 

sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin 

yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat 

terutama PMKS seperti tercermin pada indiKator sosial, antara lain jangkauan 

pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, 

kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin 

pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata 

sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial 

yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian 

pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: 

adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya 

manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

 

Arah kebijakan utama bidang ketenagakerjaan dalam RPJMN 2005-2009 adalah 

perbaikan iklim ketenagakerjaan. Perbaikan iklim ketenagakerjaan sangat erat 

hubungannya dengan perbaikan kebijakan pasar kerja dan iklim berusaha. Iklim 

ketenagakerjaan yang baik akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan ini ditempuh dengan upaya 

penciptaan pasar kerja yang luwes, peningkatan kualitas hubungan industrial yang 

harmonis, revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan 
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produktivitas tenaga kerja, konsolidasi program perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, serta 

peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan. Adapun 

capaian kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2009 

 

Kebijakan pasar kerja yang luwes diperlukan untuk menciptakan kesempata kerja 

formal seluas-luasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah 

dilaksanakan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan, antara lain 

aturan tentang rekrutmen, outsourcing, pengupahan, pemutusan hubungan kerja 

(PHK), dan perbaikan iklim investasi. Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar 

dalam kehidupan manusia karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi 

ekonomi dalam hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan 

dimensi sosial berhubungan dengan penghargaan akan kemampuan seseorang. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah pantas jika setiap upaya 

pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 di Kota Bontang adalah 

53.496 orang atau sekitar 58,00 % dari jumlah penduduk usia kerja. Angka ini juga 

menunjukkanbesarnya partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang berarti sekitar 58% 

penduduk usia kerja aktif secara ekonomi (bekerja). 

 

 
Diagram 1.1  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2008-2009  
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Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu proses yang 

berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan 

Tugas dan Fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. 

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rensta SKPD 

merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 

Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. 

Dalam penyusunan Renstra SKPD ini, acuan yang digunakan adalah 

rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Pendek. 

Selanjutnya karena berfungsi sebagai dokumen publik maka proses penyusunan 

Renstra SKPD ini dilakukan melalui serangkaian upaya penjaringan aspirasi 

masyarakat dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku sosial dan 

ketenagakerjaan setempat. Dengan demikian apa yang menjadi rumusan Visi, 

Misi dan Arah Kebijakan Jangka Pendek merupakan hasil kesepakatan seluruh 

unsur tersebut dengan tetap memperhatikan kebijakan dan arah pembangunan 

ketenagakerjaan nasional dan propinsi. 

Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut : 
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Provinsi Kalimantan Timur 

 

Kota Bontang 

 

Diagram 1.2   Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

Keterkaitan Renstra SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

dengan dokumen perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah, mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Renstra SKPD menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan 

Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif. 

2. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu 

kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 
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yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang merancang Renstra SKPD 

secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta 

seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh komponen organisasi yang 

terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan pada 

Perda No. 6 Tahun 2008. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Renstra SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang disusun atas 

dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);   

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4410); 

7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tetang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20065 Tentang Pedoman dan 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Tahun 2010-

2014; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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19) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perancanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 

0199/MPPN/042010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2009-2013; 

22) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah  Kota Bontang Tahun 2005-2025; 

23) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas; 

24) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang. 

25) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bontang. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renstra SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang tahun 2011-

2016 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Bontang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang secara partisipatif. Berdasarkan 

pertimbangan ini, maka Renstra SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang disusun dengan maksud sebagai berikut : 
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1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Bontang dalam menentukan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan, prioritas kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam 

Renja  SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang. 

2. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah 

pembangunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang dengan 

mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke masa depan. 

3. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang dan DPRD 

Kota Bontang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi 

pembangunan 5 (lima) tahun Dinas yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan 

tahunan. 

Renstra SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang ditetapkan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan arah tujuan penyelenggaraan pengelolaan pembangunan sosial 

dan ketenagakerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Kota 

Bontang. 

2. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak 

asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat 

yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera lahir 

batin. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyajian Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu : 
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BAB I Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD 

dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan 

rencana strategis dan sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD. 

 
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya 

SKPD, Kinerja pelayanan SKPD dan Tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan SKPD. 

 

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan (Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis) KLHS serta penentuan isu-isu strategis. 

 

BAB IV  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang sebagai upaya perwujudan 

Visi dan Misi SKPD. 

 

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif 

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif baik dalam lingkup 

kewenangan SKPD maupun lintas SKPD dan kewilayahan. 
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BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Menguraikan indikator-indikator kinerja SKPD yang mengacu pada 

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Pemerintah Kota Bontang. 
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BAB  II 
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Sesuai perkembangan Kota Bontang dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota 

Bontang telah melakukan perubahan Struktur Organisasi dengan menerbitkan 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Bagian Ketujuh Paragraf 4 Pasal 31 disebutkan 

bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  terdiri atas:  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1) Sub Bagian Umum; 

2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; 

c. Bidang Sosial, membawahkan: 

1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial; 

2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 

3) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; 

d. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, 

membawahkan: 

1) Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Pemagangan; 

2) Seksi Informasi Pasar Kerja; 

3) Seksi Penempatan dan Bimbingan Jabatan; 

e. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 

membawahkan : 
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1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan; 

2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan 

Kerja; 

3) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja; 

 

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 

2008 dapat dilihat pada Lampiran I. 

 

2.1.1 Uraian Tugas Organisasi 

Uraian tugas organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

meliputi: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas: 

1. Merumuskan kebijakan teknis lingkup bidang sosial, bidang 

pelatihan produktifitas dan penempatan tenaga kerja serta 

bidang pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan; 

2. Mengkoordinir, mengendalikan seluruh kegiatan pada unit kerja; 

3. Mengkoordinir urusan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan Dinas; 

4. Membina terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, 

kelompok jabatan fungsional dan staff dilingkungan dinas; 

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah; 

6. Melaksanakan pelaporan tugas dinas sebagai pertanggung 

jawaban; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  
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2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan dan keuangan dalam: 

1. Merencanakan program kerja bidang kesekretariatan dan 

keuangan; 

2. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan 

keuangan; 

3. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, 

perencanaan program dan keuangan; 

4. Mengkoordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal dinas; 

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

6. Melaksanakan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai 

bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

8. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan 

inventarisasi; 

9. Mengusulkan program pendidikan dan pelatihan aparatur 

internal dinas; 

10. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan 

keuangan; 

11. Melaporkan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan; 

12. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, 

vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya; 

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan atasan. 
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Adapun sekretariat membawahkan antara lain:  

a. Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Sekretariat lingkup Administrasi Umum dan Kepegawaian 

dalam: 

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum; 

2. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum; 

3. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan 

kantor sesuai standarisasi yang berlaku; 

4. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan rumah 

tangga; 

5. Menyusun data dan laporan kepegawaian; 

6. Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik 

Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku; 

7. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal 

dinas; 

8. Melaksanakan evaluasi dan monitoring Sub Bagian Umum; 

9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, 

vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya; 

10. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 
b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai 

tugas: 
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1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program 

dan Keuangan; 

2. Menyiapkan bahan teknis perencanaan program dan 

keuangan; 

3. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai 

bahan untuk penyusunan program; 

4. Mengelola, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran dan penatausahaan keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Menyiapkan administrasi keuangan; 

6. Melakukan verifikasi keuangan secara berkala; 

7. Melaksanakan evaluasi dan monitoring Sub Bagian 

Perencanaan dan keuangan; 

8. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, 

vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya; 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; 

11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

3. Bidang Sosial 

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja lingkup Bidang Sosial dalam : 

1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan bidang sosial; 

2. Melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka pembangunan 

dan kesejahteraan sosial;  

3. Melaksanakan koordinasi dalam usaha pembangunan 

kesejahteraan sosial; 
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4. Melaksanakan koordinasi dalam penanganan masalah 

kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial; 

5. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, 

penyuluhan, dan pengendalian kegiatan sosial; 

6. Melaksanakan pemberdayaan, rehabilitas, bantuan dan jaminan 

kesejahteraan sosial; 

7. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

Adapun Bidang Sosial membawahkan seksi antara lain: 

a. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial  

Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial lingkup 

Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi pemberdayaan dan 

pembinaan sosial; 

2. Melakukan rencana kerja pembinaan dan pemberdayaan 

potensi sumber sosial (PMKS); 

3. Melakukan rencana kerja pelestarian nilai kepahlawanan dan 

keperintisan; 

4. Melakukan penyuluhan kepada potensi sumber 

kesejahteraan sosial dan PMKS; 

5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan dan pemberdayaan kepada instansi terkait; 

6. Melakukan pengorganisasian dan pengembangan 

masyarakat dalam usaha pemberdayaan sosial; 

7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
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9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial lingkup Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan Seksi Pelayanan dan 

Rehabilitas sosial; 

2. Melaksanakan pelayanan, bantuan dan rehabilitasi Sosial 

kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

3. Melaksanakan pelayanan, bantuan dan rehabilitasi Sosial 

kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 

potensial; 

4. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan 

kebijakan; 

5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyaluran 

bantuan penyandang cacat, eks penderita kronis dan kusta; 

6. Melaksanakan inventarisasi data-data penyandang masalah 

kesejahteraan sosial; 

7. Melaksanakan inventarisasi data-data penyandang cacat, eks 

penderita penyakit kronis dan kusta; 

8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;  

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial  

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial lingkup Bantuan dan 

Jaminan Sosial dalam: 
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1. Merencanakan program kegiatan seksi bantuan dan jaminan 

sosial; 

2. Menyiapkan bantuan dan jaminan sosial kepada korban 

bencana, bencana sosial, tindak kekerasan dan pekerjaan 

migran; 

3. Melakukan koordinasi dalam penanganan musibah bencana 

alam dan bencana sosial; 

4. Memproses permohonan pengumpulan uang dan barang; 

5. Menyiapkan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

6. Melakukan pengorganisasian dan pengembangan 

masyarakat dalam usaha bantuan dan jaminan sosial; 

7. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan 

kebijakan; 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan 

dan jaminan sosial; 

9. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan undian gratis 

berhadiah di daerah; 

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;  

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

4. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 

Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja lingkup Bidang Pelatihan, Produktivitas dan 

Penempatan Tenaga Kerja dalam: 

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang 

pelatihan produktifitas dan penempatan tenaga kerja; 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan; 

3. Perencanaan tenaga kerja daerah koordinasi dengan instansi 

terkait; 

4. Pengawasan dan pembinaan penempatan tenaga kerja warga 

Negara asing, pendatang diperusahaan swasta dan pemerintah 

daerah; 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal dan eksternal 

dalam mengembangkan pendayagunaan tenaga kerja muda 

terdidik untuk diarahkan dalam penciptaan lapangan usaha 

mandiri disektor informal dan penerapan TTG/TPK; 

6. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan, penyebarluasan dan 

pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK); 

7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pencari kerja dan pelayanan 

pendaftaran lowongan pekerjaan melalui sistem antar kerja; 

8. Pelaksanaan monitoring kegiatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar 

Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Negara (AKAN); 

9. Pelaksanaan penyusunan, penyebarluasan dan pengembangan 

Informasi Pasar Kerja (IPK); 

10. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dengan sistem antar Kerja 

Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Negara 

(AKAN); 

11. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan penempatan 

Antar kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar 

Kerja Negara (AKAN); 

12. Pelaksanaan perijinan Lembaga Pelatihan Kerja, ijin 

mempekerjakan TKA dan surat persetujuan pengesahan Tenaga 

Kerja AKAD; 

13. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
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15. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. 

 

Adapun Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga 

Kerja membawahkan: 

a. Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Pemagangan 

Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Pemagangan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan, Produktifitas dan 

Penempatan Tenaga Kerja lingkup Pelatihan, Produktifitas dan 

Pemagangan dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi pelatihan, 

produktifitas dan pemagangan; 

2. Melaksanakan penyusunan kegiatan pelatihan, produktifitas 

dan pemagangan sesuai dengan tugas dan kemampuannya; 

3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kegiatan 

pelatihan, pelatihan produktifitas yang dilaksanakan oleh 

internal dan eksternal; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pelatihan produktifitas dan pemagangan yang dilaksanakan 

oleh perusahaan swasta dan lembaga latihan swasta; 

5. Memberikan layanan informasi/konsultasi pelatihan; 

6. Melakukan pemasaran program pelatihan antara lain melalui 

kunjungan, seminar, workshop dan forum lainnya; 

7. Melakukan pemasaran program pelatihan antara lain melalui 

kunjungan, seminar, jejaringan, workshop dan forum  

lainnya; 

8. Menginventarisasi dan menganalisis data dan bahan dalam 

rangka menyiapkan sistem informasi pelatihan; 

9. Melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan BLK dalam 

pengembangan pelatihan dan pemagangan; 
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10. Melakukan pemeriksaan/pengecekan atas permohonan 

untuk mendapatkan perijinan lembaga pelatihan; 

11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

b. Seksi Informasi Pasar Kerja 

Seksi informasi Pasar Kerja mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan 

Tenaga Kerja lingkup Informasi Pasar Kerja dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi informasi pasar kerja; 

2. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan instansi 

pemerintah dan perusahaan swata untuk membina 

kerjasama dalam rangka Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja 

Online; 

3. Memantau kegiatan informasi pasar kerja (IPK) berdasarkan 

laporan dari instansi pemerintah, perusahaan, bursa kerja 

swasta dan bursa kerja khusus serta mengetahui 

perkembangannya; 

4. Memproses data IPK sebagai bahan validasi dalam rangka 

kesesuaian dan kualifikasi sebagaimana yang diisyaratkan 

jabatan; 

5. Mempublikasikan hasil bursa kesepakatan kerja melalui 

media massa, buletin, leaflet dan papan pengumuman Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja; 

6. Mempublikasikan hasil kegiatan antar kerja melalui media, 

bulletin, leaflet dan papan pengumuman Dinas Sosial Dan 

Tenaga Kerja; 
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7. Menyiapkan data informasi ketenagakerjaan untuk 

penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Otonomi 

(PTKD); 

8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

10. Melaksanakan tugs kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

c. Seksi Penempatan dan Bimbingan Jabatan 

Seksi Penempatan dan Bimbingan Jabatan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan, Produktifitas dan 

Penempatan Tenaga Kerja lingkup Penempatan dan Bimbingan 

Jabatan dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi penempatan dan 

bimbimgan jabatan; 

2. Melaksanakan penyuluh dan bimbingan jabatan di sekolah, 

masyarakat, bursa kerja swasta dan bursa kerja khusus; 

3. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan instansi 

pemerintah dan perusahaan swasta untuk membina 

kerjasama dalam rangka penempatan dan bimbingan 

jabatan serta dalam rangka pelaksanaan usaha mandiri, 

teknologi tepat guna dan bursa kerja; 

4. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan instansi 

pemerintah dan perusahaan swasta untuk membina 

kerjasama dalam rangka penempatan dan bimbingan 

jabatan serta dalam rangka pelaksanaan usaha mandiri, 

melalui terapan teknologi tepat guna, perluasan kerja sistem 

padat karya dan kewirausahaan; 
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5. Menyiapkan bahan rancangan pembinaan bimbingan 

jabatan diperusahaan; 

6. Memproses Surat Keterangan Tanda Melapor Keberadaan 

TKWNA Pendatang; 

7. Menyiapkan rancangan konsep Surat Persetujuan 

Pengarahan (SPP) tenaga kerja akad dan bahan lain yang 

berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kerja sesuai dengan petunjuk dan disposisi atasan; 

8. Melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan Tenaga 

Kerja Asing dan melaksanakan program pendamping TKI; 

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

5. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan 

Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lingkup Bidang Pembinaan, 

Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dalam: 

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang 

pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan; 

2. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama dengan pihak 

perusahaan, BUMN, BUMD, dinas, instansi dan unit kerja terkait 

dalam rangka sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 

pengembangan dan pembinaan serikat pekerja serta melakukan 

pengawasan; 
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3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 

ketenagakerjaan pada forum khusus atau pertemuan lainnya 

untuk memberikan pengetahuan tentang bidang pembinaan, 

pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan; 

4. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

Adapun bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan 

Keternagakerjaan membawahkan: 

a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 

Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan, 

Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan lingkup 

Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi pengawasan norma 

ketenagakerjaan; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data dan 

informasi keadaan perusahaan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1981 serta menyusun peta kerawanan 

perusahaan; 

3. Melaksanakan pemetaan tingkat kerawanan perusahaan; 

4. Pemeriksaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; 

5. Melaksanakan pemeriksaan tenaga kerja asing, waktu kerja 

dan waktu istirahat, cuti, penempatan tenaga kerja, kerja 

malam wanita, pelaksanaan upah minimum kota (UKM) dan 

upah minimum sektoral kota (UMSK); 

6. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan P2K3, diperusahaan dan perusahaan jasa K3; 
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7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan hyperkes 

perusahaan dan Norma Jamsostek; 

8. Menyiapkan bahan pembinaan/penyuluh bagi perusahaan 

dalam rangka penerapan perundang - undangan di bidang 

ketenagakerjaan; 

9. Melaksanakan law inforcement (tindakan hukum) bagi 

perusahaan yang belum melaksanakan perundangan yang 

berlaku berupa nota pemeriksaan; 

10. Melaksanakan pemeriksaan sarana keamanan diperusahaan 

antara lain: pesawat uap, pesawat angkatan angkut, pesawat 

tenaga produksi, instalasi alarm kebakaran dan pengesahan 

ijin penggunanya; 

11. Melaksanakan monitoring tingkat kecelakaan kerja 

diperusahaan; 

12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

b. Seksi Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial dan 

Persyaratan Kerja 

Seksi Penyelesaian, Perselisihan Hubungan Industrial dan 

Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan 

Ketenagakerjaan lingkup Penyelesaian, Perselisihan Hubungan 

Industrial dan Persyaratan Kerja dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi penyelesaian, 

perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja; 

2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang 

peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan; 
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3. Melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan industrial 

dan mogok kerja; 

4. Menerima pengaduan perselisihan Hubungan Industrial; 

5. Mengadakan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial 

untuk diselesaikan secara mufakat; 

6. Meneliti dokumen permohonan ijin operasional suplai 

tenaga kerja; 

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

c. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja 

Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan 

Ketenagakerjaan lingkup Kelembagaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam: 

1. Merencanakan program kegiatan seksi Kelembagaan 

Hubungan Industrial dan Jamsostek; 

2. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi pekerja (serikat 

pekerja); 

3. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan Lembaga 

Kerja Sama; 

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran serikat 

pekerjaan dan LKS; 

5. Memfasilitasi pembinaan program KB di perusahaan yang 

menuju NKKBS; 
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6. Mengumpulkan dan mengolah kebutuhan hidup minimum 

dalam rangka; 

7. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan penetapan upah 

minimum; 

8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program 

Jamsostek; 

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

 

2.2. Sumber Daya SKPD 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang per tanggal 31 Mei 2013 memiliki 

sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang terdiri dari: 

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) :  42 orang 

- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :    - orang 

- Pegawai Tidak Tetap (PTT) :    1 orang 

- Tenaga Honorer  :    9 orang 

 
1. Keadaan Pegawai (PNS & CPNS) Menurut Jenis Kelamin 

 Laki-laki :  24 orang 

 Perempuan :  18 orang 

 

2. Keadaan Pegawai (PNS & CPNS) Menurut Esselon 

 Esselon II :    1 orang 

 Esselon III :    3 orang 

 Esselon IV :  11 orang 

 Non Esselon :  27 orang 

 Jumlah :  42 orang 

 

3. Keadaan Pegawai (PNS & CPNS) Menurut Pangkat/Golongan 

1) Golongan IV berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari : 
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 Gol. IV/c   (Pembina Utama Muda)      :   1 orang 

 Gol. IV/b   (Pembina Tk. I)      :   1  orang 

 Jumlah      :   2 orang 

 
2) Golongan III berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari : 

 Gol. III/d   (Penata Tk. I) :  10 orang 

 Gol. III/c   (Penata) :    5  orang 

 Gol. III/b   (Penata Muda Tk. I) :    5 orang 

 Gol. III/a   (Penata Muda) :    7   orang 

 Jumlah :  27 orang 

 

3) Golongan II berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari : 

 Gol. II/d   (Pengatur Tk. I) :  2 orang 

 Gol. II/c   (Pengatur) :  6 orang 

 Gol. II/b   (Pengatur Muda Tk. I) :  4 orang 

 Gol. II/a   (Pengatur Muda) :  1  orang 

 Jumlah : 13 orang 

 

4.  Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

1) Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS & CPNS) 

a. Pasca Sarjana (S2) :    5 orang 

b. Sarjana (S1) :  24 orang  

c. Sarjana Muda (D3) :    2 orang 

d. SLTA  :  11 orang 

e. SLTP :   - orang 

f. SD :   - orang 

 Jumlah :  42 orang 

 

2) Pendidikan PTT / Tenaga Honorer 

a. Sarjana (S1) :     2  orang 

b. Sarjana Muda (D3) :   3 orang 
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c. SLTA  :   3 orang 

d. SLTP :    1 orang 

e. SD  :    - orang 

 Jumlah :   9 orang 

 
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang 

ada, jumlah tersebut belum mencukupi. Sedangkan ditinjau dari kualitas dan 

tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang diikuti, juga belum memadai untuk 

kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan 

keterampilan dengan mengikut sertakan staf pada diklat teknis dan struktural di 

masa yang akan datang. 

 

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

tahun 2006-2010 sebagai berikut :  
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Tabel 2.1 
Pencapaian Kinerja Pelayanan  

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 
Tahun 2006-2010 

 

NO 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 

***) 
Target  
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun  Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat                   

A Fokus Kesejahteraan Masyarakat                   

 Ketenagakerjaan                   

 1. Rasio penduduk yang bekerja   √      0.81 0.85 0.92 0.94 0.93      

      - Penduduk yang bekerja         40,830 45,985 50,700 50,465 50,625      

      - Angkatan Kerja         50,331 54,300 55,238 53,496 54,689      

                    

II Aspek Pelayanan Umum                   

B Fokus Layanan Urusan Wajib                   

 Sosial                   

 
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 
jompo dan panti rehabilitasi 

 √ √      5 5 5 6 6      

 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial  √ √      0.57% 2.92% 4.31% 7.03% 3.18%      

      - Jumlah PMKS yang diberikan  bantuan         50 255 377 614 289      

 
     - Jumlah PMKS yang seharusnya menerima 
bantuan 

        8,740 8,740 8,740 8,740 9,079      

 
3. Penanganan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

 √ √      1.20% 2.92% 4.66% 7.71% 3.86%      

      - Jumlah PMKS yang tertangani         105 255 407 674 350      

      - Jumlah PMKS yang ada         8,740 8,740 8,740 8,740 9,079      
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NO 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 

***) 
Target  
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun  Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

 Ketenagakerjaan                   

 1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja   √      61.87 60.82 60.90 58.00 57.18      

      - Angkatan kerja 15 tahun keatas         50,331 54,300 55,238 53,496 54,689      

      - Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas         81,352 89,279 90,706 92,238 95,637      

 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   √      500.00 125.00 135.14 235.29 153.85      

      - Jumlah sengketa pengusaha pekerja         35 7 10 28 18      

      - Jumlah perusahaan         70 56 74 119 117      

 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja  √ √      61.87 60.75 60.90 58.00 59.00      

      - Jumlah penduduk angkatan kerja         50,331 54,300 55,238 53,496 54,689      

      - Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)         80,002 85,703 87,873 88,869 92,694      

 4. Pencari kerja yang ditempatkan √ √ √      23.93% 20.15% 21.14% 25.76% 26.77%      

      - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan         1,539 1,589 1,489 2,334 2,697      

      - Jumlah pencari kerja yang mendaftar         6,430 7,887 7,044 9,062 10,075      

 5. Tingkat pengangguran terbuka   √      18.88% 15.22% 8.22% 5.67% 7.43%      

 
     - Jumlah penganggur terbuka usia angkatan 
kerja 

        9,501 8,256 4,538 3,032 4,063      

      - Jumlah penduduk angkatan kerja         50,331 54,241 55,238 53,496 54,689      

 6. Keselamatan dan Perlindungan    √      77.14% 87.50% 68.92% 78.99% 79.49%      

      - Jumlah perusahaan yang menerapkan K3         54 49 51 94 93      

      - Jumlah perusahaan di wilayah Kota Bontang         70 56 74 119 117      

 
7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 
kebijakan pemerintah daerah 

  
√ 

     100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%      

      - Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan         35 7 10 28 18      
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NO 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 

***) 
Target  
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun  Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

pengusaha dengan kebijakan Pemda 

 
     - Jumlah kejadian perselisihan buruh dan 
pengusaha dengan kebijakan Pemda 

        35 7 10 28 18      

                    

III Aspek Daya Saing Daerah                   

C Fokus Sumber Daya Manusia                   

 Ketenagakerjaan                   

 1. Rasio lulusan S1/S2/S3   √      33.63 43.56 61.94 77.39 54.49      

      - Jumlah lulusan S1/S2/S3         421 565 827 1,063 783      

      - Jumlah Penduduk         125,187 129,700 133,512 137,349 143,683      

 2. Rasio Ketergantungan   √      56.48 51.34 51.94 54.55 49.66      

      - Penduduk Usia < 15 Tahun         43,835 40,421 42,806 45,111 46,072      

      - Penduduk Usia > 64 Tahun         1,350 3,576 2,833 3,369 1,606      

      - Penduduk Usia 15 - 64 tahun         80,002 85,703 87,873 88,869 96,005      
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Tabel 2.2 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

 

 

Uraian ***) 
Anggaran pada Tahun   Realisasi Anggaran pada Tahun  

Rasio antara Realisasi dan  

Anggaran Tahun   
Rata-rata Pertumbuhan 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

BELANJA DAERAH                  

Belanja tidak langsung                  

- Belanja pegawai    3.394.314.046 2.747.171.340    2.195.478.322 2.676.311.653        

Belanja langsung                  

- Belanja pegawai    1.754.438.700 1.361.909.500    1.451.426.950 1.217.934.650        

- Belanja barang dan jasa    5.247.419.500 4.274.678.500    4.007.811.693 3.624.695.360        

- Belanja modal       537.307.500    161.752.000       449.967.750    144.927.950        

Total    10.933.479.746 8.545.511.340    8.104.684.715 7.663.869.613        
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

Sesuai dengan hasil telaahan terhadap Renstra kementerian, renstra provinsi, 

hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil análisis terhadap KLHS, maka berikut 

adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Bontang. 

2.4.1 Tantangan: 

1. Kebijakan Nasional terkait dengan Ketenagakerjaan  dan Sosial yang 

selalu berubah-ubah. 

2. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang kurang diimbangi oleh 

kesempatan kerja. 

3. Penegakan hukum yang lemah. 

4. Belum adanya reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI 

di luar negeri. 

5. Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan 

Timur khususnya dan Indonesia umumnya. 

6. Rendahnya pengawasan dari pusat ke daerah semenjak otonomi 

daerah. 

7. Belum adanya kebijakan nasional yang terkait dengan sistem 

pembinaan ketenagakerjaan yang langsung ke tenaga kerja. 

8. Arus migrasi yang berlangsung dinamis berakibat semakin tingginya 

angka pengangguran. 

9. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas keterampilan tenaga 

kerja dibanding dengan tuntutan kualitas pasar kerja. 

10. Menurunnya kualitas hubungan industrial secara nasional, 

mengakibatkan terganggunya proses produksi, timbul kasus unjuk 

rasa/mogok kerja yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial 

ekonomi lokal. 

11. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan regional hanya 

sebatas wacana. 
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12. Adanya potensi reaksi kimia dari perusahaan PT. Badak dan PT. 

Pupuk Kaltim. 

13. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah 

sosial. 

14. Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah sosial di 

level internasional, nasional, propinsi dengan level Kabupaten/Kota 

yang ada. 

 

2.4.2 Peluang: 

1. Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin 

dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. 

2. Adanya Undang - Undang Ketenagakerjaan RI no 13 tahun 2003.  

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial 

yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga 

masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan 

penanggulangan kemiskinan. 

4. Adanya program Jamsostek yang memberikan jaminan kepada 

tenaga kerja dan mengurangi dampak-dampak sosial 

ketenagakerjaan. 

5. Adanya kebijakan nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

6. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan sosial.  

7. Kota Bontang yang telah dikenal sebagai kawasan Industri di 

Kalimantan dan Indonesia.  

8. Otonomi daerah disertai perimbangan kewenangan dan keuangan. 

9. Adanya dukungan perusahaan dalam pengembangan 

ketenagakerjaan. 



                     
  

RENSTRA SKPD 2011 - 2016 DISSOSNAKER 

 

 

  37 
 

 

10. Kemajuan teknologi informasi pendukung ketenagakerjaan. 

11. Adanya Kelompok Kerja Eliminasi Kusta Nasional. 

12. Terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi di tingkat  nasional. 

13. Adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah 

ditetapkan sebagai standar baku di beberapa sektor 

ketenagakerjaan. 

14. Program 3 in 1 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

15. Adanya konvensi internasional mengenai hak-hak  penyandang 

cacat. 

16. Adanya Konvensi nasional keserasian sosial. 
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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Bontang, tersaji pada Tabel 3.1 berikut: 

 

Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Bontang 
 

Aspek Kajian 
Capaian
/Kondisi 
Saat ini 

Standar yang 
Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 
(DILUAR 

KEWENANGAN 
SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Peningkatan Tata Kelola 
Administrasi dan 
Pelayanan, Akuntabilitas 
dan Pencitraan Publik 

 SPM, IKK 1. Terbentuknya Dinas 
Sosial dan Tenaga 
Kerja melalui 
Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 
2008 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah 
yang diatur secara 
teknis Peraturan 
Walikota Bontang 
No. 30 Tahun 2008 
tentang Rincian dan 
Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja 
Kota Bontang 

2. Adanya dukungan 
APBD dalam 
pelaksanaan 
pelayanan bagi  

3. SKPD 

1. Adanya Undang-
Undang 
Ketenagakerjaan 
RI no 13 tahun 
2003 

2. Adanya 
kebijakan 
nasional dalam 
wujud peraturan 
pemerintah dan 
peraturan 
menteri 
ketenaga  
kerjaan dan 
transmigrasi 

3. Adanya 
kebijakan 
nasional dalam 
wujud peraturan 
pemerintah dan 
peraturan 
menteri 
ketenagakerjaan 
dan transmigrasi 

4. Otonomi daerah 
yang disertai 

1. Keahlian aparatur, 
tenaga pelatih, 
tenaga pengawas 
dan tenaga 
perantara belum 
memadai 

2. Penempatan dan 
formasi aparatur 
belum sesuai 
dengan keahlian 
dan bidang tugas 

3. Layanan 
administratif 
perkantoran dan 
layanan publik 
sosial ketenaga 
kerjaan belum 
maksimal 

4. Belum 
maksimalnya 
disiplin aparatur 
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Aspek Kajian 
Capaian
/Kondisi 
Saat ini 

Standar yang 
Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 
(DILUAR 

KEWENANGAN 
SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dengan 
perimbangan 
kewenangan dan 
pengelolaan 
keuangan. 

Mengembangkan sistem 
informasi ketenaga 
kerjaan 

 SPM, IKK 1. Adanya dukungan 
APBD dalam 
pelaksanaan 
pelayanan bagi SKPD 

2. Terselenggaranya 
kegiatan dan 
pelayanan 
administratif sosial 
dan ketenagakerjaan 

1. Adanya 
kebijakan 
nasional  dalam 
wujud peraturan 
pemerintahan 
dan peraturan 
menteri sosial 
dan 
ketenagakerjaan 

2. Kemajuan 
teknologi 
informasi 
pendukung 
ketenagakerjaan 

3. Otonomi daerah 
yang disertai 
dengan 
perimbangan 
kewenangan dan 
pengelolaan 
keuangan 
 

1. Sistem informasi 
ketenagakerjaan 
belum terintegrasi 
secara maksimal 

2. Belum optimalnya 
sistem teknologi 
ketenagakarjaan 

3. Belum 
produktifnya 
tenaga  kerja 
melalui 
penerapan 
teknologi tepat 
guna 

Kualitas Pemberdayaan 
dan Rehabilitasi serta 
Bantuan Jaminan Sosial 

 SPM, IKK 1. Adanya kegiatan dan 
program layanan 
administrasi sosial 
dan ketenagakerjaan 

2. Adanya rincian tugas 
pokok dan fungsi 
aparatur di Dinas 
Sosial dan Tenaga 
Kerja sesuai dengan 
Perwal No. 30 Tahun 
2008 

1. Adanya 
dukungan dana 
melalui APBD 
dalam 
pelaksanaan 
program-
program SKPD 

2. Undang-Undang   
Nomor 11 Tahun 
2009 Tentang 
Kesejahteraan 
sosial yang 
mengamanatkan 
agar pemerintah, 
pemerintah 
daerah dan 
masyarakat 
menyelenggarak
an kesejahteraan 

1. Dokumen dan 
database PMKS 
belum optimal 

2. Sarana sosial milik 
pemerintah 
belum lengkap 

3. Layanan 
rehabilitasi dan 
perlindungan 
sosial bagi anak 
yang mengalami 
permasalan 
kesejahteraan 
sosial masih 
minim  
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Aspek Kajian 
Capaian
/Kondisi 
Saat ini 

Standar yang 
Digunakan 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD INTERNAL 

(KEWENANGAN SKPD) 

EKSTERNAL 
(DILUAR 

KEWENANGAN 
SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

sosial bagi warga 
masyarakat yang 
kurang 
beruntung dan 
rentan, serta 
melakukan 
penanggulangan 
kemiskinan. 

3. Adanya 
kebijakan 
nasional dalam 
wujud peraturan 
pemerintah dan 
peraturan 
menteri terkait 
dengan 
kesejahteraan 
sosial 
 

 

 

 

 

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

rujukan utama penyusunan materi Renstra SKPD secara keseluruhan. Sesuai dengan 

Permendagri 54 tahun 2010, yang menjadi rujukan dalam penyusunan visi dan misi 

RPJMD Kota Bontang 2011-2016, maka pertimbangan utama dalam menyusun RPJMD 

2011-2016 adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil 

pemilukada 2010 dan visi dan misi RPJPD Kota Bontang, serta RPJMD Provinsi 

Kalimantan Timur dan RPJMN.  Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kota Bontang 2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang 

Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”. 
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Visi ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Bontang 

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Bontang dan selaras dengan 

RPJM Nasional 2009-2013 serta RPJMD  Provinsi Kalimantan Timur 2008 – 2013 serta 

RPJPD Kota Bontang 2005—2025. Adapun makna dari butir-butir visi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Berbudi Luhur dimaksudkan sebagai suatu karakter masyarakat yang berbudi luhur 

dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. 

Maju dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang memiliki daya 

saing dan unggul baik dalam skala regional maupun nasional dalam berbagai bidang 

pembangunan. 

Adil dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak 

dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang 

dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumberdaya dan hasil-

hasil pembangunan. 

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat Kota Bontang 

yang secara lahiriah dan batiniah mendapatkan rasa aman dan makmur dalam 

menjalankan kehidupan 

 

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan 

daerah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang 

berakhlak mulia dan profesional. 

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun 

sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya 

sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan profesional.  

Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia 

dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya 

saing daerah  yang menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, 
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berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. 

b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. 

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun 

tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan 

prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di 

segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin  pengelolaan sumber 

daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan 

dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat dan 

integritas bangsa, dan pada akhirnya makin meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatan 

kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya 

dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka 

mewujudkan pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan, sehingga  seiring dengan meningkatnya kualitas dan keletarian 

lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat 

lebih terjamin. 

d. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan 

listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. 

Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan 

kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, 

dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, 

pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta 

tumbuhkembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang 

mempunyai daya saing baik ditingkat regional, nasional dan internasional. 
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Dari keempat misi tersebut,  misi I dan IV  dapat menjadi acuan bagi Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Berdasarkan visi dan 

misi kepala daerah maka dapat diketahui faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

 

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 
Permasalahan Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Misi 1  
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional 

 

Program: 
1. Program Peningkatan Kesempatan 

Kerja 
2. Program Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 
3. Program Peningkatan Kesempatan 

Kerja 
4. Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

5. Program Pemberdayaan Fakir 
MIskin, Komunitas Adat Terpenil 
(KAT) dan PMKS lainnya 

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

7. Program Pembinaan Cacat dan 
Trauma  

1. Keahlian aparatur, 
tenaga pelatih, 
tenaga pengawas dan 
tenaga perantara 
belum memadai 

2. Penempatan dan 
formasi aparatur 
belum sesuai  

3. Belum maksimalnya 
layanan administratif 
perkantoran dan 
layanan publik sosial 

4. Belum maksimalnya 
disiplin aparatur di 
dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja 
 

 

1. Minimnya 
keterampilan 
(hardskill) 
masyarakat 
menyebabkan 
rendahnya 
penyerapan 
tenaga kerja 
Bontang di 
Industri (lokal, 
regional, nacional 
atapun 
internacional) 

2. Minimnya 
pelayanan 
rehabilitasi dan 
perlindungan 
sosial  

3. Belum 
maksimalnya 
sistem operasi 
Balai Latihan 
Kerja 

4. Menurunnya 
kualitas 
hubungan 
industrial 

5. Inkonsistensi 

1. Adanya kebijakan 
Walikota Bontang 
yang menetapkan 
pengembangan 
SDM sebagai salah 
satu prioritas 
Pembangunan 
Daerah Kota 
Bontang yang 
dituangkan dalam 
Visi dan Misi 
Meningkatkan 
kualitas Sumber 
Daya Manusia 
(SDM) Kota 
Bontang yang 
berakhlak mulia 
dan professional  

2. Dukungan APBD 
dalam pelaksanaan 
program - program 
pemerintah 

3. Terselenggaranya 
kegiatan layanan 
administratif sosial 
dan 
ketenagakerjaan 

4. Meningkatnya 
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Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 
Permasalahan Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dalam 
penanganan 
permasalahn 
sosial 
 

jumlah tenaga 
kerja sosial di Kota 
Bontang dari tahun 
2006- 2009 

5. Tersedianya 
angkatan kerja 
potensial dalam 
jumlah yang cukup 
besar didukung 
oleh kondisi 
kehidupan 
masyarakat yang 
aman dan tentram, 
memberi peluang 
percepatan proses 
peningkatan 
produktivitas yang 
menunjang 
percepatan 
pertumbuhan 
ekonom 

6. Adanya  pelayanan, 
sarana dan 
prasarana 
rehabilitasi 
kesejahteraan 
sosial bagi PMKS. 

7. Tersedianya  
kemampuan 
petugas dan 
pendamping sosial 
terkait dengan 
pemberdayaan 
fakir miskin, 
komunitas adat 
terpencil dan 
PMKS. 

 

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi (Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja) 

Berdasarkan  sasaran jangka menengah Renstra Kementrian  Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan Renstra Kementrian Sosial berikut merupakan faktor-faktor 
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penghambat ataupun faktor-faktor pendorong.  Adapun hasil dari telaah renstra K/L 

dan Renstra dijabarkan pada tabel 3.3 berikut: 

 

Tabel 3.3 
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD 

Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L 
 

 

No Indikator Kinerja 
Capaian Sasaran 

Renstra SKPD Provinsi 
Sasaran pada Renstra SKPD 

Kabupaten/Kota*) 
Sasaran pada Renstra 

K/L 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 
pelayanan 
administrasi  dan 
kualitas SDM aparatur 

Tersedianya SDM 
Aparatur yang 
berkualitas baik 
manajemen maupun 
administrasi yang 
akuntabel dalam 
fasilitasi dan pelayanan 
di bidang tenaga kerja 
da transmigrasi 

Terpenuhinya pegawai sesuai 
dengan keahlian yang 
dibutuhkan 

- 

2 Meningkatnya sistem 
administrasi 
perkantoran 

Terciptanya sinergitas 
kebijakan, rencana 
program, pelaksanaan 
dan pengendalian antar 
unit kerja dan dengan 
satuan 
kerja/lembaga/sektor—
sektor terkait untuk 
mewujudkan 
keberhasilan 
pembangunan 
ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian dalam 
rangka mendukung 
keberhasiolan 
pembangunan daerah 

Tercapainya sistem 
administrasi yang tertib 

- 

3 Tersedianya sarana 
dan prasarana 
penunjang informasi 
pasar kerja 

Tersedianya sarana 
informasi di bidang 
tenaga kerja dan 
transmigrasi yang 
transparan, cepat, 
akurat, dan akuntabel 
untuk menyediakan 
informasi kesempatan 
kerja dan perluasan 
lapangan kerja bagi 
pencari kerja. 

Terwujudnya Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan 

3.2.1 Pengembangan  
pusat—pusat 
informasi 
ketenagakerjaan 
di dalam dan ke 
luar negeri secara 
akurat, yang 
mudah 
diakses/didapat, 
terjangkau, dan 
mudah dipahami 
oleh masyarakat 
pengguna. 

3.2.2 Pengembangan 



                     
  

RENSTRA SKPD 2011 - 2016 DISSOSNAKER 

 

 

  46 
 

 

No Indikator Kinerja 
Capaian Sasaran 

Renstra SKPD Provinsi 
Sasaran pada Renstra SKPD 

Kabupaten/Kota*) 
Sasaran pada Renstra 

K/L 

kualitas dan 
sistem informasi 
pasar kerja, bursa 
kerja dan sistem 
perluasan 
kesempatan kerja 

4 Terwujudnnya 
keterampilan fakir 
miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) 
dan PMKS lainnya 

Tersedianya kualitas 
dan produktivitas SDM 
di bidang 
ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; 
meningkatkan kualitas 
dan terwujudnya 
kemandirian 
manajemen 
penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja 
dan transmigrasi. 

Berkembangnya Sistem 
Informasi PMKS 

Mencegah PMKS dari 
keterpurukan akibat 
risiko sosial, perlakukan 
salah, 
tindak kekerasan, dan 
eksploitasi sosial; 
Memberikan dukungan 
bagi PMKS baik 
kelompok rentan 
maupun 
kelompok berisiko sosial 
dalam menghadapi 
permasalahan 
kebencanaan, 
perlakuan salah, tindak 
kekerasan, dan 
eksploitasi sosial; 

5 Berkurangnya angka 
perselisihan kerja  

Terciptanya 
ketenangan bekerja 
dan berusaha serta 
terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
ketenagakerjaansecara 
mandiri (independent), 
professional dan 
seragam di Kalimantan 
Timur 

Terciptanya tenaga kerja 
yang sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja 

a. Pengembangan 
pemagangan berbasis 
pengguna yang 
diprioritaskan pada 
tenaga kerja semi 
skill(SMA/SMK ke 
atas) 

b. Pelaksanaan program 
Three in One, uaitu 
pelatihanm sertifikasi 
dan penempatan 

6 Meningkatnya daya 
saing dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengembangan wilayah 
transmigrasi, 
transmigrasi regional 
dan transmigrasi lokal 
untuk menciptakan 
ketahanan nasional 
(pangan dan 
Keamanan) dan 
menciptakan 
keunggulan potensi 
lokal guna 
meningkatkan daya 
saing lokal serta 
kesejahteraan 

Terpenuhinya upah minimum 
pekerja/buruh 

Fasilitasi peningkatan 
kesejahteraan 
pekerja/buruh 
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No Indikator Kinerja 
Capaian Sasaran 

Renstra SKPD Provinsi 
Sasaran pada Renstra SKPD 

Kabupaten/Kota*) 
Sasaran pada Renstra 

K/L 

masyarakat  dan 
transmigran. 

7 Terpenuhinya SDM 
aparatur dan ternaga 
kesejahteraan yang 
berkualitas 

Meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia 
aparatur dan tenaga 
kesejahteraan Sosial 
Masyarakat sebanyak 
10 % pertahun. 

Mengurangi kasus 
perselisihan dan kecelakaan 
kerja 

Membangun hubungan 
industrial yang harmonis 
melalui rvitalisasi 
hubungan industrial. 

8 Tersedianya SDM 
PMKS yang terampil 

Meningkatnya jumlah 
dan kemampuan 
masyarakat baik 
berupa kelembagaan 
maupun perorangan 
dalam penanganan 
masalah kesejahteraan 
sosial. 

Terwujudnya Keterampilan 
Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan PMKS 
lainnya 

Meningkatnya kemauan 
dan kemampuan 
individu, keluarga, 
kelompok dan 
masyarakat miskin serta 
komunitas adat 
terpencil dalam 
memenuhi 
kebutuhan dasar; 

9 Jumlah penduduk 
miskin dan PMKS 
berkurang 

Menurunnya jumlah 
penduduk miskin dan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial di 
tengah-tengah 
masyarakat. 

Terpenuhinya kebutuhan 
lansia dan korban bencana 

Memberikan layanan 
langsung untuk 
memberikan 
perlindungan PMKS 
dalam menghadapi 
resiko sosial, 
kebencanaan, perlakuan 
salah, tindak kekerasan, 
dan eksploitasi sosial. 

 

 

 

3.4  Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

a. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah 

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun arahan 

pengembangan kawasan strategis kota Bontang adalah Kawasan Bontang 

Lestari dan Kawasan Bontang Pesisir.  

 

Pada kawasan Bontang Lestari, arah pengembangan terkait dengan tenaga 

kerja dan sosial direncanakan dikembangnkan pada Zona Selatan. Zona 

Selatan, dengan dominasi rupa lahan landai dan pantai konservasi 

mangrove. Zona ini dipisahkan oleh elemen technical-edges jalur jalan 
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industrial INDOMINCO, menjadi Sub-Zona Selatan-Utara dan Sub-Zona 

Selatan-Selatan. Pada Sub-Zona Selatan-utara ditandai dengan adanya 

rencana fungsi-fungsi STRATEGIS, yaitu Area Bandara, Area Industri, dan 

Area PLTU; sedangkan pada Sub-Zona Selatan-Selatan ditandai dengan 

dominasi area permukiman menengah ke bawah. Oleh karena itu, dalam 

pengembangan program SKPD terkait dengan ketenagakerjaan dan sosial 

maka dapat diarahkan pada kawasan tersebut. Adapun telaah pola ruang 

Kota Bontang dijabarkan pada  Tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang 

 

No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Rencana Kawasan Hutan Lindung 

1 Pemanfaatan 
Hutan Lindung  

 Rencana Hutan 

Lindung yang 

dipreservasi di Kota 

Bontang distribusinya 

menyebar dari arah 

utara sampai selatan 

Kota Bontang. 

 Rencana Hutan 

Lindung akan di Belt 

atau dikelilingi oleh 

adanya jalan Kolektor 

Primer yang menjadi 

Ring Dalam Kota 

Bontang. 

Mempertahankan, 
memelihara, dan 
meningkatkan kualitas 
kawasan hutan lindung 
yang ada. 
  

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Kawasan Bontang 
Baru, Bontang Lestari 
dan Telihan 

2 Kawasan yang 
Memberikan  
Perlindungan 
terhadap 
Kawasan 
Bawahannya 

Kawasan yang memberikan 
Perlindungan terhadap 
Kawasan Bawahannya 
meliputi kawasan 
bergambut dan kawasan 
resapan air 

Mempertahankan, 
memelihara, dan 
meningkatkan kualitas 
kawasan Taman 
Nasional Kutai  yang 
termasuk wilayah Kota 
Bontang 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Kawasan Taman 
Nasional Kutai 

3 
Kawasan 
Perlindungan 
Setempat 

Kawasan sempadan pantai 
ini dapat berupa kawasan 
vegetasi pantai baik 
mangrove maupun non-

N/A N/A N/A 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mangrove.  

4 RuangTerbuka 
Hijau 

Ruang terbuka hijau (RTH) 
yang dikembangkan di Kota 
Bontang terdiri dari ruang 
terbuka hijau publik dan 
ruang terbuka hijau privat. 
RTH publik mencakup 
ruang terbuka hijau yang 
dimiliki dan dikelola oleh 
pemerintah daerah kota 
yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat 
secara umum, yang 
mencakup  antara lain 
taman kota, Hutan kota, 
taman pemakaman umum, 
dan jalur hijau sepanjang 
jalan, sempadan sungai, 
sempadan pantai, dan RTH 
Olah Raga.  RTH privat, 
antara lain dalam bentuk 
kebun atau halaman 
rumah/gedung 
(pekarangan) milik 
masyarakat/swasta yang 
ditanami tumbuhan.  
 
Dalam rencana penyediaan 
dan pemanfaatan ruang 
terbuka hijau di Kota 
Bontang, ditetapkan luasan 
RTH, jenis dan lokasi RTH,  
penyediaan RTH,  dan 
ketentuan pemanfaatan 
RTH sesuai dengan 
tipologinya masing-masing. 
 
Proporsi ruang terbuka 
hijau di wilayah Kota 
Bontang direncanakan 
lebih dari 30% dari luas 
wilayah kota sebagai 
ukuran minimal untuk 
menjamin keseimbangan 
ekosistem kota, baik 
keseimbangan sistem 
hidrologi dan sistem 

1. Mempertahankan, 
memelihara, dan 
meningkatkan 
kualitas RTH yang 
ada. 

2. Membebaskan lahan 
publik untuk 
digunakan sebagai 
RTH sehingga 
tercapai target 
luasan RTH sebesar 
30% dari luas wilayah 
Kota 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Hutan lindung 
Hutan kota 
Jalur hijau 
Sabuk hijau (green 
belt 
Taman kota 
Taman lingkungan 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mikroklimat, maupun 
sistem ekologis lain, yang 
selanjutnya akan 
meningkatkan 
ketersediaan udara bersih 
yang diperlukan 
masyarakat, serta sekaligus 
dapat meningkatkan nilai 
estetika kota. Proporsi 
ruang terbuka hijau publik 
pada wilayah kota Bontang 
lebih dari 20%  dari luas 
wilayah kota disediakan 
oleh pemerintah daerah 
kota dimaksudkan agar 
proporsi ruang terbuka 
hijau minimal dapat lebih 
dijamin pencapaiannya 
sehingga memungkinkan 
pemanfaatannya secara 
luas oleh masyarakat. 
Distribusi ruang terbuka 
hijau publik disesuaikan 
dengan sebaran penduduk 
dan hierarki pelayanan 
dengan memperhatikan 
rencana struktur dan pola 
ruang. 
 

5 
Kawasan Suaka 
Alam dan Cagar 
Budaya 

Kawasan Suaka Alam di 
Kota Bontang adalah 
Kawasan Taman Nasional 
Kutai. Sedangkan kawasan 
Cagar Budaya yang terdapat 
di Kota Bontang dapat 
diidentifikasikan di lokasi 
pusat kota yang merupakan 
kawasan peninggalan 
Heritage berupa bangunan 
masjid lama dan bangunan 
– bangunan diatas pantai 
yang secara arsitektur 
mempunyai nilai sejarah 
yang tinggi di Kelurahan 
Bontang Kuala.  

N/A N/A N/A 

6 Kawasan Salah satu rencana N/A N/A N/A 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Konservasi 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil 

kawasan lindung laut Kota 
Bontang adalah kawasan 
gosong pulau berhutan 
bakau (Mangrove). 
Kawasan ini mempunyai 
kenakeragaman hayati 
sangat tinggi dam 
ekosistem yang unik 
karena sebagian besar 
gosong pulau ini 
merupakan sekumpulan 
ekosistem mangrove yang 
membentuk gosong.  Selain 
ekosistem mangrove, di 
sekitar perairan gosong 
pulau ini juga terdapat 
ekosistem yang menjadi 
tempat berkembang biak 
biota laut.   Luas kawasan 
gosong pulau berhutan 
bakau di perairan pesisir 
Kota Bontang mencapai 
luasan 150 Ha, berikut ini 
adalah nama-nama gosong 
pulau dan pulau kecil yang 
tersebar di perairan 

7 
Kawasan Rawan 
Bencana 

Kawasan Rawan Bencana 
Alam di Kota Bontang 
meliputi : 
a. Kawasan rawan 

gelombang pasang di 

Bontang Kuala; dan  

b. Kawasan rawan banjir 
Kelurahan Kanaan, 
Talihan, Api-api, 
Gunung Elai dan 
Tanjung Laut. 

N/A N/A N/A 

II Rencana Kawasan Budidaya 

1 
Kawasan 
Permukiman 

 
A. Kawasan Perumahan 

Terencana 

 Diarahkan di bagian 
selatan dan sebagian 
kecil ke arah barat kota. 
Permukiman ini untuk 
kawasan dengan kapling 

1. Menata kawasan 
perumahan 
berkepadatan tinggi 
dengan pola 
pengembangan 
vertikal. 

2. Mengembangkan 
sarana dan prasarana 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Kawasan Bontang 
Lestari, Kawasan 
Bontang  Baru 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

tipe-tipe besar dan 
sebagai rumah 
peristirahatan/cottage/
vila dengan 
kemampuan keuangan 
penghuninya yang kuat. 
Kawasan permukiman 
dengan kepadatan 
rendah ini terdapat di  
Kelurahan Bontang 
Lestari, diantaranya: 
Pagung, Baltim, dan di 
sekitar kawasan pusat 
Kota yaitu di kawasan 
pusat pemerintahan 

 
B. Kawasan Perumahan 

Swadaya 

 Perumahan ini timbul 

secara spontan, 

proporsi distribusinya 

akan menyebar pada 

BWK I, II dan III. 

Pengaturan bangunan 

perlu dikendalikan 

sesuai dengan 

pemanfaatan 

zoningnya, sehingga 

tidak menimbulkan 

kesan kumuh dan tidak 

teratur.  

 

C. Kawasan Perumahan 

atas Rawa 

 Berkaitan dengan 

pengembangan 

permukiman rawa, akan 

terkait dengan 

pengembangan badan 

perairan, sehingga 

dapat dikembangkan 

model permukiman 

yang bernuansa 

perumahan  
3. Meningkatkan 

kualitas sarana dan 
prasarana 
perumahan 
berkepadatan 
sedang. 

4. Mengatur kembali 
struktur pelayanan 
fasilitas sosial, dan 
prasarana dasar 
lingkungan 
perumahan. 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

perairan dengan 

memanfaatkan kondisi 

dan karakteristik 

perairan sehingga 

memiliki nilai estetika 

sebagai satu aspek 

potensi (konsep 

waterfront city).  

 

D. Pengembangan Rumah 

Susun 

 Pengembangan Rumah 

baik sewa maupun milik 

akan diprioritaskan 

untuk menunjang 

kawasan industri dan 

nelayan yang 

membutuhkan rumah. 

Alokasi ruang di 

Kelurahan Bontang 

Lestari (BWK III). 

Rekomendasi tingkat 

ketinggian adalah 6 

lantai dengan 1 Twin 

Blok (TB) seluas 1,2 Ha. 

2 
Kawasan 
Perdagangan 
dan Jasa 

Arahan pola ruang untuk 

kegiatan perdagangan dan 

jasa adalah sebagai 

berikut:  

1. Komersial Pertokoan, 

diantaranya: 

Pertokoan di 

sepanjang Jalan 

Bhayangkara, Jalan 

MT. Haryono, Jalan 

Diponegoro, Jalan A. 

Yani, Jalan Slamet 

Riyadi, Jalan 

Gajahmada, Jalan 

Hasanudin dan Jalan 

Mengembangkan sarana 
dan prasarana di 
kawasan yang memiliki 
nilai strategis ekonomi 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Kawasan pesisir dan 
Kawasan Bontang 
Lestari 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Soekarno-Hatta.  

2. Komersial Sentra  

a. Kelurahan 

Loktuan 

b. Kelurahan 

Tanjung Laut 

Indah  

c. Kelurahan 

Telihan  

d. Rencana di 

Bontang Lestari  

3. Sentra tradisional  

Sentra tradisional 
terletak di Bontang 
Baru. 

3 
Kawasan 
Perkantoran 

Rencana Pengembangan 
Kawasan Perkantoran terdiri 
atas  
a. perkantoran 

pemerintahan 
dipusatkan di Bontang 
Lestari. 

b. perkantoran swasta 
meliputi sepanjang 
Jalan Bhayangkara, 
Jalan MT. Haryono, 
Jalan Diponegoro, Jalan 
A. Yani, Jalan Slamet 
Riyadi, Jalan 
Gajahmada, Jalan 
Hasanudin dan Jalan 
Soekarno-Hatta. 

Alokasi ruang untuk 

kegiatan pemerintahan, 

dibedakan berdasarkan 

skala pelayanannya.  

Sejalan dengan 

perkembangan yang terjadi 

saat ini, maka pola ruang 

untuk pusat pemerintahan 

dengan skala kota akan 

diarahkan di kawasan 

Bontang lestari. Dalam 

Pengembangan 
perkantoran jasa skala kota 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Kawasan Bontang 
Lestari 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

kawasan pemerintahan 

tersebut.  

 

Dengan beralihnya 

beberapa kegiatan 

pemerintahan, maka 

bangunan pemerintahan 

yang ditinggalkannya 

dapat digunakan untuk 

kegiatan pemerintahan 

Kota Bontang (zona 

bangunan pemerintahan) 

atau perkantoran jasa 

komersil (sub zona 

bangunan perkantoran) 

(keduanya terdapat dalam 

zona dasar yang sama, 

yaitu perdagangan dan 

jasa). Namun demikian, 

sekalipun kegiatan alih 

fungsi menjadi kegiatan 

perkantoran jasa komersil 

ini masih berada dalam 

satu zona dasar yang 

sama, eksternalitas 

terhadap pemanfaatan 

ruang kawasan sekitarnya 

perlu diantisipasi agar 

tidak terjadi perubahan 

struktur ruang diluar yang 

telah direncanakan. 

Alokasi ruang untuk 

kawasan pemerintahan 

adalah seluas: 64,8 ha 

4 
Kawasan 
Industri 

A. Kawasan Industri 

Besar 

1. Kawasan Industri  

PKT (Pupuk 

Kaltim) di 

Kelurahan 

Pengembangan kegiatan 
ekonomi (perdagangan, 
jasa komersial, dan lain-
lain) baik yang berskala 
kota 
 
Pengembangan 

Menyiapkan 
aparatur dan 
pelayanan pada 
masyarakat di 
kawasan tersebut 

Bontang Baru 
Bontang Lestari 
Telihan 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Guntung 

Kecamatan 

Bontang Utara. 

Pelabuhan PKT di 

kelurahan 

Loktuan 

kecamatan 

Bontang Utara 

2. Kawasan Indutri 

Badak  LNG di 

Kelurahan 

Satimpo 

Kecamatan 

Bontang selatan. 

Pelabuhan Badak  

di Kawasan 

Industri Badak 

3. Rencana 

Pengembangan 

Kawasan Industri 

di BWK III 

Bontang Lestari 

yang letaknya 

terdapat di pusat 

kota dan 

memanfaatkan 

potensi laut atau 

akses laut untuk 

transportasi 

bahan baku dan 

distribusi hasil 

produksinya. 

Kawasan industri 

dilengkapi 

dengan sarana 

perumahan untuk 

karyawannya, 

yang relatif 

dalam kondisi 

sudah teratur dan 

perdagangan eceran, 
grosir, pasar dan 
sejenisnya skala kota 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

baik kondisi 

lingkungannya.  

Kawasan industri 

ini dapat diakses  

oleh jaringan 

jalan kota yang 

layak/ memadai, 

dan terintegrasi 

dengan sistem 

kota 

 
B. Industri Menengah 

Kecil  

Beberapa 
pertimbangan dalam 
arahan alokasi 
pemanfaatan lahan 
untuk kegiatan 
industri, antara lain : 
 Minimalisasi 

biaya untuk 

pendistribusian 

(transport cost), 

 Kedekatan 

dengan lokasi 

bahan baku 

dan/atau lokasi 

pemasaran, 

 Keterkaitan 

dengan 

pergudangan, 

 Perlu kedekatan 

dengan simpul-

simpul 

pergerakan. 

 
Mengacu pada beberapa 
pertimbangan di atas, 
serta disesuaikan dengan 
perkembangan kondisi 
eksisting dan rencana 
pengembangan prasarana 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dan sarana utama dan 
pendukung, maka 
kegiatan industri Sedang 
dan kecil, termasuk di 
dalamnya industry 
perikanan diarahkan di 
Kelurahan Bontang 
Lestari. Pertimbangan lain 
adalah dengan rencana 
alokasi ruang untuk 
kawasan perdagangan 
tradisional. Alokasi lahan 
untuk kawasan industri 
kecil dan menengah 
adalah: 17.0 Ha dan 
Pergudangan seluas: 27 
Ha.  Di kawasan tersebut 
diarahkan untuk kegiatan 
pergudangan. 

5 
Kawasan  
Pariwisata 

 
A. Kawasan Pariwasata 

Alam: 
1. Kawasan Pariwisata 

Alam, diarahkan di 

TNK / Taman 

Nasional Kutai 

sebagian wilayahnya 

masuk dalam 

Kawasan Kota 

Bontang. Untuk TNK 

di Kota Bontang 

rencana wisata 

adalah dengan 

membuat hutan 

bakau yang dapat 

dijadikan rekreasi 

ekologi (ekowisata) 

dengan melengkapi 

sarana dan 

prasarana 

penunjang. 

2. Rencana 

pengembangan 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

kawasan hutan 

mangrove menjadi 

wisata ekologis. Di 

Berbas Pantai, Teluk 

Nyerakat  

 

B. Kawasan Pariwisata 
Buatan/Obyek 
Wisata Taman 
Obyek wisata ini 
terdapat di:  

 Danau PKT 

 Cibodas Park 

 Rencana 

pengembangan 

Danau di Kanaan 

dan di Kelurahan 

Bontang Lestari. 

 Taman Tugu 

Equator 

 
C. Kawasan Pariwisata 

Sejarah (Budaya) dan 
Bangunan 
Arsitektural 
Beberapa lokasi atau 
obyek-obyek 
bersejarah di Kota 
Bontang diantaranya: 

 Pemukiman 

Nelayan Tertua di 

Kelurahan 

Bontang Kuala 

 Wisata budaya 

yang digelar 

dalam acara-

acara khusus 

yang 

mengundang 

atraksi dan 

kesenian-

kesienian dari 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

beberapa adat 

yang ada di Kota 

Bontang.  

 

D. Kawasan Pariwisata 
Bahari 

6 
Kawasan 
Terbuka Non 
Hijau 

A. Rencana Penyediaan 
Dan Pemanfaatan 
Ruang Pejalan Kaki 
Ruang lingkup dari 
penyediaan dan 
pemanfaatan ruang 
pejalan kaki dalam 
RTRW, terdiri dari: 
(1) Ruang Pejalan Kaki 

sisi jalan 
(2) Ruang pejalan kaki 

sisi air 
(3) Ruang pejalan kaki 

di kawasan 
komersial 

(4) Ruang pejalan kaki 
di RTH 

B. Rencana Penyediaan 

dan Pemanfaatan 

Ruang untuk Kegiatan 

Sektor Informal 

Prinsip penataan 
kegiatan sektor 
informal, terutama 
pedagang kaki lima 
(PKL) adalah: 

 Integrasi kegiatan PKL 

dan kegiatan sektor 

formal, dengan 

ketentuan 

pembangunan 

kegiatan perdagangan 

formal baru wajib 

menyediakan ruang 

bagi PKL, dan 

kompensasi atau 

insentif bagi kegiatan 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

formal yang 

menampung PKL; 

 Perlindungan fungsi 

ruang publik, dengan 

melakukan 

pemisahan fungsi 

ruang dengan tegas; 

 Pertimbangan 

keselamatan dan 

kenyamanan PKL dan 

konsumen; dan 

 Minimasi 

eksternalitas berupa 

penanggulangan 

masalah kemacetan, 

pengelolaan sampah, 

dan pengaturan 

waktu operasi. 

7 

Kawasan Non-
Perkantoran: 
Pertanian, 
Peternakan dan 
Perikanan 

A. Kawasan Pertanian  
Sektor pertanian dalam 
perekonomian Kota 
Bontang belum merupakan 
sektor basis, akan tetapi 
melihat dari kondisi 
eksisting berupa potensi-
potensi yang akan 
dikembangkan adalah pada 
Kelurahan Guntung dengan 
sektor unggulan adalah 
perkebunan salak dan 
perkebunan lainnya, 
wilayah pertanian pada 
rencana akan dialokasikan 
ruang sebesar 91 Ha.  
B. Kawasan Peternakan 

Sama seperti sektor 
pertanian di atas, sektor 
peternakan belum optimal 
dalam menunjang sektor 
basis Kota Bontang. 
Melihat fungsi Kota 
Bontang sebagai kota jasa 
maka perlu dipikirkan 
sebuah rencana 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

pembuatan kawasan/Zona 
khusus untuk 
pengembangan, 
pembibitan ternak dari 
berbagai macam varietas 
unggulan, serta 
direncanakan RPH Kota 
Bontang. Kawasan ini 
direncanakan di Kelurahan 
Bontang Lestari berdekatan 
dengan TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) 
sampah, berdekatan pula 
dengan Hutan Kota sebagai 
Green belt kawasan ini. Di 
kelurahan Kanaan yang 
mayoritas adalah 
masyarakat Tator (Sulawesi 
Selatan) banyak yang 
memelihara babi dan ada 
juga lokasi untuk 
pengemukan sapi/kerbau.  
Rencana alokasi ruang 
untuk RPH seluas 14,9 Ha. 
 
C. Kawasan Perikanan 

Darat 

Arahan pengembangan 
untuk budidaya tambak 
adalah dengan melakukan 
revitalisasi lahan tambak 
yang sudah ada dan tidak 
ada pengembangan 
wilayah usaha atau 
percetakan tambak baru. 
Luas lahan tambak 
eksisting adalah seluas 
135,6 ha (Analisis GIS, 
2008).  
 
D. Kawasan Pemanfaatan 

Perikanan Tangkap  
Sesuai dengan hasil analisis 

kondisi eksisting dan lokasi 

daerah penangkapan 

(fishing ground),  arahan 
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No 
Rencana Pola 

Ruang 
Pola Ruang Saat Ini 

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana Pola 

Ruang terhadap 
Kebutuhan 

Pelayanan SKPD 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

perikanan tangkap dibagi 

menjadi 2 (dua) Daerah 

Penangkapan Ikan. Ketiga 

Daerah Penangkapan Ikan 

ini mengakomodir dan 

mengarahkan secara jelas 

mengenai daerah 

penangkapan ikan dan non 

ikan serta daerah sensitif 

terhadap penangkapan 

seperti jalur ruaya, habitat 

berkembang biak.   

 

 

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Berdasar dokumen Kajian Daya Dukung Lingkungan Strategis Lingkungan 

Hidup Penataan Ruang Kota Bontang dapat disimpulkan sebagai bahan 

pengembangan Renstra Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kota Bontang seperti 

tampak pada Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5 

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang 
SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

 

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap 

Pelayanan SKPD 

Catatan bagi 
Perumusan 

Program dan 
Kegiatan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
Kapasitas daya dukung dan 
daya tampung lingkungan 
hidup untuk pembangunan 

Daya Dukung lingkungan hidup 
untuk pembangunan: 
1. Arahan pembangunan 

budidaya tambak seluas 
135,6 ha. 

2. Arahan pembangunan 
kegiatan budidaya laut di 
perairan Kota Bontang 
mencapai 448,7 ha.   

3. Daya dukung wisata di 

1. Menyiapkan 
pelayanan 
khususnya 
administrasi dan 
pelayanan lain 
terutama pada 
bidang-bidang 
tersebut 

2. Membekali aparatur 
SKPD dengan 

1. Menyiapkan 
program-
program terkait 
dengan 
peningkatan 
keterampilan dan 
kompetensi bagi 
calon tenaga 
kerja 

2. Menyiapkan 
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No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap 

Pelayanan SKPD 

Catatan bagi 
Perumusan 

Program dan 
Kegiatan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kawasan pesisir Kota 
Bontang adalah terbatas 
dalam jumlah prasarana dan 
sarananya yang seterusnya 
menentukan jumlah 
kunjungan wisata. 

4. Dengan asumsi kebutuhan 
ruang perumahan per orang 
adalah sebesar 22,5 meter 
persegi, maka dalam konteks 
wilayah diperlukan ruang 
pemukiman sebesar 160,71 
meter persegi per orang 
penduduk,  Dan bilamana 
ditemukan sejumlah 1000 
orang penduduk pada suatu 
kawasan, maka kebutuhan 
lahan agar daerah tersebut 
dapat dijadikan kawasan 
pemukiman adalah seluas 
16,07 hektar.   

produk hukum  program 
kesejahteraan 
sosial didaerah 
pembangunan 
sesuai dengan 
arahan Kajian 
Daya Dukung 
Lingkungan 
Strategis 
Lingkungan 
Hidup Penataan 
Ruang Kota 
Bontang 

 

2. 
Perkiraan mengenai dampak 
dan risiko lingkungan hidup 

Resiko atau dampak yang 
mungkin ditimbulkan dalam 
pengembangan dan 
pembangunan Kota Bontang 
terhadap lingkungan hidup 
adalah: 
Pertumbuhan penduduk yang 
mencapai 2.25%/tahun 
terhitung pada periode tahun 
2003-2006 memberikan 
dampak terhadap ketersediaan 
lahan atau ruang untuk 
pemukiman dan pada 
gilirannya dapat merubah 
proporsi penggunaan lahan di 
Kota Bontang secara 
keseluruhan 

1. Kebutuhan tenaga 
kerja meningkat dan 
dapat meningkatkan 
permasalahan sosial  

2. Memperkuat 
komitmen SKPD 
terhadap 
permasalahan sosial 
yang akan 
ditimbulkan 

1. Menyiapkan 
program 
pemerataan 
lapangan 
pekerjaan 

2. Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan, 
sarana dan 
prasarana 
rehabilitasi 
kesejahteraan 
sosial  

 

3. 
Kinerja layanan/jasa 
ekosistem 

Penataan ekosistem Kota 
Bontang diarahkan pada 
penataan ekosistem mangrove, 
terumbu karang, lamun, 
rumput laut dan lingkungan 
perairan.   

Meningkatkan 
kerjasama antar SKPD 
terkait sehubungan 
dengan pemanfaatan 
ekosistem di Kota 
Bontang  

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan yang 
mengatur  tentang 
keenagakerjaan dan 
sosial sebagai 
dampak 
pemanfaatan 
ekosistem di Kota 
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No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap 

Pelayanan SKPD 

Catatan bagi 
Perumusan 

Program dan 
Kegiatan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bontang.  

4. 
Efisiensi pemanfaatan 
sumber daya alam 

Sumber daya alam 
dimanfaatkan untuk: 
1. Pemanfaatan  ekosistem 

mangrove untuk keperluan 
kayu bakar, alat tangkap 
belat, bahan bangunan 
rumah.  Selanjutnya lahan 
yang terbuka dimanfaatkan 
untuk membuat  Tambak. 

2. Kegiatan kepariwisataan  
3. Perikanan budidaya 
4. Industri 
5. Permukiman 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
kerjasama dengan 
industri dan SKPD 
terkait 

1. Menyiapkan 
program 
pemberdayaan 
kelembagaan 

2. Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
terkait dengan 
sosial dan 
ketenagakerjaan 

3. Program 
peningkatan 
kesempatan 
kerja 

5. 
Tingkat kerentanan dan 
kapasitas adaptasi terhadap 
perubahan iklim 

Berdasarkan arahan—arahan 
pemanfaatan ruang kawasan 
pemanfaatan umum adalah 
sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan  ekosistem 

mangrove,  rentan terhadap 
kerusakan ekosistem 
kawasan 

2. Kegiatan kepariwisataan  
3. Perikanan budidaya, rentan 

terhadap penyakit  dan 
pencemaran perairan 

4. Industri, rentan terhadap 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan  

5. Permukiman, rentan 
terhadap ketersediaan 
lahan dan daya dukung 
lingkungan 

6. Hasil analisis terhadap 
keseragaman jenis 
makrozoobenthos diperoleh 
nilai berkisar antara 0,59-
0,82 menunjukkan bahwa 
perairan laut Kota Bontang 
pada kondisi tertekan 
hingga labil. Pada Stasiun 2 
indek dominansi 
mempunyai nilai yang 
tinggi, hal ini menunjukkan 
adanya dominansi jenis 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
kerjasama dengan 
industri dan SKPD 
terkait 

1. Menyiapkan 
program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana bagi 
aparatur. 

2. Menyiapkan 
program 
pemberdayaan 
kelembagaan 
sosial 
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No Aspek Kajian Ringkasan KLHS 
Implikasi terhadap 

Pelayanan SKPD 

Catatan bagi 
Perumusan 

Program dan 
Kegiatan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

makrozoobenthos 

6. 
Tingkat ketahanan dan 
potensi keanekaragaman 
hayati 

1. Ekosistem mangrove 
menunjukkan kondisi yang 
memprihatinkan karena 
mulai mengalami 
penurunan ketebalan akibat 
pembukaan lahan dan 
pemanfaatan kayu 
Mangrove. 

2. Ekosistem terumbu karang 
berada pada kategori 
sedang sampai dengan baik. 

3. Ekosistem Lamun dan 
rumput laut,  mempunayi 
sebaran merata diperairan 
dan kepulauan kecil di 
Bontang dan diperkirakan 

4. Ancaman pencemaran 
industrri bagi pemanfaatan 
budidaya perikanan   

 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
kerjasama dengan 
industri dan SKPD 
terkait 

1. Menyiapkan 
program 
perlindungan 
dan 
pengembangan 
lembaga 

2. Program 
peningkatan 
kemampuan 
petugas dan 
pendamping  
sosial. 

 

 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai 

suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan 

peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah 

kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, 

bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan 

datang.  

 

Isu-isu strategis yang dihadapi  berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi 

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang sesuai dengan visi dan misi SKPD dan permasalahan yang ditangani 
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Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang. Adapun isu-isu yang dihadapi terdiri 

dari: 

1. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan aspek utama bagi pelayanan SKPD Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Bontang. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tidak seimbang dengan kesempatan 

kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat 

sehingga tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan makin tinggi. Hasil 

survey ekonomi nasional yang dilaksanakan di Kota Bontang selama kurun 

waktu 2008 – 2009 menunjukkan bahwa tiga sektor yang paling dominan dalam 

penyerapan tenaga kerja adalah sektor jasa (24,87%), perdagangan (23,84%) 

dan industri pengolahan (12,65%). Sementara sektor yang paling kecil 

kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor listrik, gas dan air 

minum.  

 
Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang pada 5 (lima) tahun 

terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2006 sebesar 61,87% tetapi pada 

tahun 2010 menjadi 57,18%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian 

penduduk usia sekolah hanya menjalankan aktivitas sekolah tanpa melakukan 

pekerjaan ekonomi. Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2006 sebesar 

23,93% dan pada tahun 2010 menjadi 26,77%. Meningkatnya pencari kerja 

yang ditempatkan ini seiring dengan menurunnya jumlah pengangguran. Meski 

diprediksi kebutuhan tenaga kerja di Kota Bontang masih cukup besar 

mengingat sektor industri yang terus berkembang, pertumbuhan positif ini 

dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang professional. Pasar kerja yang 

ada sangat terbatas kualifikasinya, sehingga tingkat persaingan mendapatkan 

pekerjaan sangat tinggi. Sayangnya mutu dan kualitas tenaga kerja lokal Kota 

Bontang yang siap pakai masih kurang.  
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2. Kesejahteraan Sosial  

a. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan elemen utama dari permasalahan kesejahteraan 

sosial sebab hampir seluruh jenis PMKS (penyandang masalah 

kesejahteraan sosial) bermuara dari kemiskinan, kemiskinan dapat 

mengakibatkan kebodohan karena ketidak adaannya biaya maka tidak bisa 

bersekolah, kemiskinan dapat menyebabkan keterlantaran, kemiskinan 

dapat mengakibatkan ketunaan sosial dan masih banyak lagi masalah 

sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan.  

 

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang tahun 

2010, angka kemiskinan di Bontang masih berkisar 8.348 Kepala Keluarga 

(KK) atau setara 33.500 jiwa atau 23.79% dari jumlah penduduk Kota 

Bontang.  Masalah kemiskinan yang ditangani oleh Dinas Sosial danTenaga 

Kerja dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan 

keluarga miskin dengan cara pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok 

Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk 

pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan 

keterampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya 

masyarakat. 

 

b. Keterlantaran 

Keterlantaran yang ditangani oleh Dinas Sosial dan Tenga Kerja meliputi 

beberapa macam yaitu keterlantaran balita, anak, remaja  sampai pada 

lanjut usia yang dimana SKPD telah melaksanakan penanganan dengan 

sistem panti maupun non panti, adapaun penanganan melalui panti yaitu 

dengan menampung para lanjut usia di panti—panti sosial seperti  panti 

sosial bina remaja ataupun panti wredha.  Sedangkan  untuk kegiatan 

pembinaan non panti dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan 

kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan teknis melalui Balai Latihan Kerja 
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(BLK) / Kursus latihan Kerja (KLK). Melalui proses pelayanan agar dapat 

mengembangakan keterampilanya serta berusaha yang pada akhirnya 

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi keterlantaran.  

 

c. Kecacatan  

Dalam rangka pelayanan sosial penyandang cacat agar para  penyandang 

cacat dapat hidup dengan normal dan tidak tergantung kepada orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  yaitu dengan dilakukannya 

inventarisasi data-data penyandang cacat, eks penderita penyakit kronis 

dan kusta. 

 

Keempat hal diatas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi  berdasarkan 

evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang periode tahun 2011-2016.  
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BAB  IV 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
 

 

4.1. Visi dan Misi SKPD 

4.1.1. Visi SKPD 

Visi adalah cara pandang jauh ke depan instansi pemerintah akan di 

bawa agar dapat eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antisipatif dan 

inovatif. Visi juga sebagai suatu cita-cita yang menjadi penyemangat, 

perangsang dan penantang yang berupa keadaan masa depan yang diinginkan 

oleh Instansi Pemerintah. 

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bontang maka Visi Dinas 

mendukung dan mengacu pada Visi Pemerintah Kota Bontang, yaitu               

“Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan 

Sejahtera“. 

Dengan memperhatikan nilai - nilai luhur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Bontang, yaitu Kerjasama, Tanggung Jawab dan Profesionalisme serta Visi 

Pemerintah Kota Bontang, maka Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang adalah:  

”Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan  

serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” 

 

Kata-kata kunci dalam “ Visi “ di atas adalah : 

 Pelayanan Prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik 

dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, 

pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar 

kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu 
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pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan 

pelanggan/masyarakat baik dari segi kualitas dan ketepatan waktu 

pelayanan. 

 Sejahtera adalah merasa puas dan senang baik di sisi jasmani maupun 

rohani. 

 
Jika dilihat dari perspektif balance score card ada tiga perspektif yang harus ada 

pada setiap organisasi yaitu perspektif stakeholder dalam hal ini adalah 

hubungan industrial yang harmonis dan masyarakat Bontang. Perspektif kepada 

stakeholder itu dilakukan melalui pelayanan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang 

merupakan perspektif internal business process. Layanan tugas pokok dan 

fungsi tersebut akan dilaksanakan secara prima, yang merupakan perspektif 

pembelajaran sumber daya manusia SKPD yaitu menjadi pegawai profesional. 

 

4.1.2. Misi SKPD  

Misi merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi, sehingga dari Misi ini 

akan terlihat kemana arah yang akan dituju instansi pemerintah, melalui 

kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan.  Dari sini akan terlihat suatu 

fokus arah dan kegiatan. Adapun Misi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang secara terinci adalah: 

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Menyelenggarakan Administrasi Yang 

Tertib Untuk Menunjang Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. 

2. Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. 

3. Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Penyandang Masalah 

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Angkatan Kerja Melalui 

Pelatihan, Sertifikasi, Keterampilan dan Produktivitas. 

5. Meningkatkan Hubungan Kerja Yang Harmonis. 

6. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Rehabilitasi Serta Bantuan 

Jaminan Sosial. 
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Agar Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang dapat terwujud, maka 

peningkatan kualitas kerja melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada 

dan dukungan sarana kerja yang memadai di Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Bontang merupakan suatu prasyarat. Oleh karena itu, sistem informasi yang 

ada saat ini harus di tingkatkan, baik itu Sistem Informasi Ketenagakerjaan 

maupun Sistem Informasi Penyandang Masalah dan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial sehingga diharapkan tenaga kerja dan penyandang 

masalah sosial yang ada di Kota Bontang dapat dengan mudah melakukan akses 

terhadap saluran informasi yang dibutuhkannya. 

 

Peningkatan dan pengembangan kualitas angkatan kerja mutlak diperlukan 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten di bidangnya 

melalui pelatihan-pelatihan kerja dan keterampilan, pemagangan di 

perusahaan dan kerja sama dengan pihak terkait (pihak ketiga). Hal lain yang 

harus dilakukan adalah meningkatkan hubungan industrial antara pihak-pihak 

terkait. Dengan demikian diharapkan perselisihan tenaga kerja akan menurun, 

keselamatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja semakin meningkat. 

 

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah meningkatkan Kualitas Pemberdayaan 

dan Rehabilitasi serta Bantuan Jaminan Sosial terhadap pihak-pihak yang 

membutuhkan. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat 

semakin meningkat. 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Untuk mewujudkan Misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan 

tujuan dan sasaran  SKPD yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

mendatang.  Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud 

secara rinci disajikan pada tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi I 

 

Misi I:  Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Menyelenggarakan Administrasi Yang Tertib Untuk Menunjang Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

Tersedianya SDM yang berkualitas dan 
produktif dan terlaksananya tertib 
administrasi 

1. Terpenuhinya pegawai yang sesuai 
dengan keahlian yang dibutuhkan 

2. Tercapainya pelaksanaan sistem 
administrasi yang tertib 

1. Jumlah pegawai yang mengikuti 
diklat teknis dan fungsional 

2. Pelaksanaan sistem administrasi 
perkantoran 

 
25 orang 

 
100% 

 
27 orang 

 
100% 

 
28 orang 

 
100% 

 
28 orang 

 
100% 

 
30 orang 

 
100% 

 

Tabel 4.2 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi II  

 

Misi II:  Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Tersedianya informasi ketenagakerjaan 
yang dinamis dan terkini 

Terwujudnya sistem informasi 
ketenagakerjaan 

Tersedianya sarana dan prasarana 
penunjang informasi pasar kerja 

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 
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Tabel 4.3 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi III 

 

Misi III:  Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Penyandang Masalah Sosial  

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Tersedianya sistem informasi PMKS Terwujudnya sistem informasi PMKS Tersedianya data PMKS dan PSKS - 
1 

dokumen 
1 

dokumen 
1 

dokumen 
1 

dokumen 

 
 

 

Tabel 4.4 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi IV 

 

Misi IV:  Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas dan Produktifitas Angkatan Kerja 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Tersedianya tenaga kerja yang 
berkualitas dan produktif 

Terciptanya tenaga kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja 

Tersedianya pencari kerja sesuai 
kebutuhan 

125 
orang 

130 
orang 

135 
orang 

145 
orang 

150 
orang 
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Tabel 4.5 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi V 

 

Misi V:  Meningkatkan Hubungan Kerja Yang Harmonis 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 
Tercapainya kesejahteraan 
pekerja/buruh 

Terpenuhinya upah minimum 
pekerja/buruh 

Pencapaian nilai Upah Minimum Kota 
Bontang sesuai dengan nilai KHL 
(Kebutuhan Hidup Layak) 

65% 65% 67% 67% 69% 

2. Tercapainya ketenangan bekerja 
Mengurangi kasus perselisihan dan 
kecelakaan kerja 

Berkurangnya jumlah perselisihan dari 
tahun ke tahun 

20 kasus 18 kasus 15 kasus 15 kasus 12 kasus 

 
 

 

Tabel 4.6 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  Misi VI 

 

Misi VI:  Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Rehabilitasi Serta Bantuan Jaminan Sosial 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Terciptanya SDM yang terampil 
Terwujudnnya keterampilan fakir miskin, 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 
PMKS lainnya 

Tersedianya SDM PMKS yang terampil 80 orang 90 orang 95 orang 
100 

orang 
105 

orang 

2. 
Tersedianya kebutuhan lansia dan 
korban bencana 

Terpenuhinya kebutuhan lansia dan 
korban bencana 

Terlayaninya  kebutuhan lansia dan 
korban bencana 

30 lansia 

1 tahun 

30 lansia 

1 tahun 

30 lansia 

1 tahun 

30 lansia 

1 tahun 

30 lansia 

1 tahun 
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4.3. Strategi dan Kebijakan  SKPD 

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. 

Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta 

mengefektifkan pencapaian Tujuan.  Adapun Rencana Strategis merupakan 

bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  Adapun  untuk 

merumuskan strategi SKPD berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: 

Adapun proses penyusunan strategis dilakukan dengan melalui tiga tahap 

analisis, yaitu tahap masukan, tahap analisis dan tahap keputusan. Tahap akhir 

analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. 

Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun 

kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga dapat diambil 

keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada. Untuk jelasnya, proses 

penyusunan perencanaan strategis dapat dilihat pada kerangka formulasi 

strategis seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Kerangka Formulasi Strategis 

 

1. Tahap Masukan 

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan 

data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra 

analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data 

1. TAHAP MASUKAN 

Matrik 

Evaluasi 

Faktor 

Eksternal 

(EFE) 

Matrik 

Evaluasi 

Faktor 

Internal 

(IFE) 

2. TAHAP ANALISIS 

MATRIK 

SWOT 

MATRIK 

INTERNAL 

EKSTERNAL 
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eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan 

di luar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, seperti analisis pasar, 

analisis kompetitor, analisis komunitas, analisis pemerintah, analisis 

kelompok kepentingan tertentu. Sedangkan data internal dapat diperoleh di 

dalam Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, seperti keuangan, 

kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan, pendidikan, keahlian, 

pengalaman, gaji, turn-over), kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran. 

Dalam evaluasi faktor strategis yang digunakan pada tahap ini adalah model 

Matrik Faktor Strategis Eksternal (EFAS) dan Matrik Faktor Strategi Internal 

(IFAS). Berikut ini merupakan tabel 4.7 tentang matrik faktor strategis 

eksternal : 

 

A. IFAS (Internal Strategic Factors Summary) 

Tabel 4.7 

IFAS (Internal Strategic Factors Summary) 

DESKRIPSI BOBOT RATING 
BOBOT X 
FUNGSI 

KEKUATAN 
   

1 

Adanya kebijakan Walikota Bontang yang 
menetapkan pengembangan SDM sebagai salah 
satu prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang 
yang dituangkan dalam Visi dan Misi 
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan 
professional 

0.1 4 0.4 

2 

Terbentuknya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
yang diatur secara teknis Peraturan Walikota 
Bontang No. 30 Tahun 2008 tentang Rincian dan 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kota Bontang 

0.01 3 0.03 

3 
Dukungan APBD dalam pelaksanaan program - 
program pemerintah 

0.01 2 0.02 

4 
Terselenggaranya kegiatan layanan administratif 
sosial dan ketenagakerjaan 

0.01 4 0.04 

5 Adanya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bontang 0.05 4 0.2 

6 Adanya Dewan Pengupahan Kota Bontang 0.03 4 0.12 
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DESKRIPSI BOBOT RATING 
BOBOT X 
FUNGSI 

7 
Meningkatnya jumlah tenaga kerja sosial di Kota 
Bontang dari tahun 2006 - 2009 

0.05 4 0.2 

8 

Tersedianya angkatan kerja potensial dalam jumlah 
yang cukup besar didukung oleh kondisi kehidupan 
masyarakat yang aman dan tentram, memberi 
peluang percepatan proses peningkatan 
produktivitas yang menunjang percepatan 
pertumbuhan ekonomi 

0.01 2 0.02 

9 
Akses ke pusat pemerintahan propinsi (Kota 
Samarinda) yang relatif mudah dan terjangkau 

0.01 3 0.03 

10 
Adanya 2 Industri besar PT. Badak NGL dan PT. 
Pupuk Kaltim yang dapat mendorong iklim industri 
dan ketenagakerjaan 

0.01 2 0.02 

11 
Sedang dibangunnya fasilitas Balai Latihan 
Ketenagakerjaan 

0.02 4 0.08 

12 
Heteregonitas Sosial Kemasyarakatan di Kota 
Bontang 

0.01 3 0.03 

13 
Jumlah Karang Taruna di Kota Bontang cukup 
banyak 

0.01 3 0.03 

14 Minimnya tingkat kejahatan  0.03 3 0.09 

15 Angka kemiskinan relatif menurun 0.03 3 0.09 

16 
Cakupan wilayah kerja Kota Bontang yang mudah 
dijangkau  

0.01 2 0.02 

KELEMAHAN       

1 
Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga 
pengawas dan tenaga perantara belum memadai 

0.03 1 0.03 

2 
Penempatan dan formasi aparatur  belum sesuai 
keahlian dan bidang tugas 

0.03 3 0.09 

3 
Belum tersedianya sarana dan prasarana 
kelembagaan yang cukup memadai  

0.03 1 0.03 

4 
Belum maksimalnya layanan administratif 
perkantoran dan layanan publik sosial 
ketenagakerjaan 

0.05 2 0.1 

5 
Belum maksimalnya disiplin aparatur di Dinas 
Sosial dan Ketenagakerjaan 

0.05 1 0.05 

6 
Belum lengkapnya sarana sosial  milik pemerintah 
seperti panti asuhan  

0.1 2 0.2 

7 
Minimnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan 
sosial bagi anak yang mengalami permasalan 
kesejahteraan sosial, 

0.1 2 0.2 

8 
Berdasarkan data dari Depertemen Kesehatan 
penderita kusta cenderung  meningkat  di Kota 

0.1 2 0.2 
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DESKRIPSI BOBOT RATING 
BOBOT X 
FUNGSI 

Bontang 

9 

Minimnya keterampilan (hardskill) masyarakat 
yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga 
kerja Bontang di Industri (lokal, regional, nasional 
maupun internasional) 

0.01 4 0.04 

10 
Belum maksimalnya kegiatan sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

0.1 2 0.2 

11 
Masih adanya kasus perselisihan kerja dari tahun 
ke tahun 

0.01 3 0.03 

12 
Rendahnya kesadaran calon tenaga  tenaga kerja 
dan pencari kerja  akan manfaat Kartu Kuning 

0.01 1 0.01 

13 
Belum optimalnya data base dan penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

0.01 1 0.01 

14 
Lemahnya up dating informasi dan isu - isu terkini 
terkait dengan kebijakan sosial ketenagakerjaan 

0.01 3 0.03 

15 
Dokumen—dokumen perencanaan sosial 
ketenagakerjaan perlu dikaji & dikembangkan 

0.01 2 0.02 

16 
Belum maksimalnya sistem operasi Balai Latihan 
Kerja 

0.02 1 0.02 

17 
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi jejaring 
kerja 

0.03 4 0.12 

18 
Program pembinaan wirausaha mandiri belum 
dilaksanakan secara optimal 

0.02 4 0.08 

  JUMLAH 1   2.62 
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B. EFAS (Eksternal Strategic Factors Summary) 

Tabel 4.8 

EFAS (Eksternal Strategic Factors Summary) 

DESKRIPSI BOBOT RATING 
BOBOT X 
FUNGSI 

PELUANG 
   

1 
Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di 
mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara 
oleh Negara. 

0.1 4 0.4 

2 
Adanya Undang - Undang Ketenagakerjaan RI no 
13 tahun 2003  

0.1 4 0.4 

3 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi 
warga masyarakat yang kurang beruntung dan 
rentan, serta melakukan penanggulangan 
kemiskinan. 

0.1 4 0.4 

4 
Adanya Program Jamsostek yang memberikan 
jaminan kepada tenaga kerja dan mengurangi 
dampak-dampak sosial ketenagakerjaan 

0.1 4 0.4 

5 
Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan 
pemerintah dan peraturan menteri 
ketenagakerjaan dan transmigrasi  

0.1 4 0.4 

6 
Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan 
pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan 
kesejahteraan sosial  

0.05 3 0.15 

7 
Kota Bontang yang telah dikenal sebagai kawasan 
Industri di Kalimantan dan Indonesia  

0.03 4 0.12 

8 
Otonomi daerah disertai perimbangan 
kewenangan dan keuangan 

0.03 4 0.12 

9 
Adanya dukungan perusahaan dalam 
pengembangan ketenagakerjaan 

0.01 4 0.04 

10 
Kemajuan teknologi informasi pendukung 
ketenagakerjaan 

0.01 3 0.03 

11 Adanya Kelompok Kerja Eliminasi Kusta Nasional 0.03 3 0.09 

12 
Terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi di 
tingkat  nasional 

0.01 4 0.04 

13 
Adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia yang telah ditetapkan sebagai standar 
baku di beberapa sektor ketenagakerjaan 

0.01 3 0.03 

14 Program 3 in 1 yang ditetapkan oleh pemerintah 0.01 4 0.04 



                     
  

RENSTRA SKPD 2011 - 2016 DISSOSNAKER 

 

 

  81 
 

 

DESKRIPSI BOBOT RATING 
BOBOT X 
FUNGSI 

pusat 

15 
Adanya konvensi internasional mengenai hak - hak 
penyandang cacat 

0.01 3 0.03 

16 Adanya Konvensi nasional keserasian sosial 0.01 3 0.03 

 ANCAMAN       

1 
Kebijakan Nasional terkait dengan 
Ketenagakerjaan  dan Sosial yang selalu berubah - 
ubah 

0.02 1 0.02 

2 
Perkembangan jumlah tenaga kerja yang kurang 
diimbangi oleh kesempatan kerja  

0.05 1 0.05 

3 Penegakan hukum yang lemah 0.01 1 0.01 

4 
Belum adanya reformasi sistem penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri 

0.01 2 0.02 

5 
Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial 
di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia 
umumnya 

0.01 1 0.01 

6 
Rendahnya pengawasan dari pusat ke daerah 
semenjak otonomi daerah 

0.1 3 0.3 

7 
Belum adanya kebijakan nasional yang terkait 
dengan sistem pembinaan ketenagakerjaan yang 
langsung ke tenaga kerja. 

0.02 2 0.04 

8 
Arus migrasi yang berlangsung dinamis berakibat 
semakin tingginya angka pengangguran 

0.01 4 0.04 

9 
Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas 
keterampilan tenaga kerja dibanding dengan 
tuntutan kualitas pasar kerja 

0.01 2 0.02 

10 

Menurunnya kualitas hubungan industrial secara 
nasional, mengakibatkan terganggunya proses 
produksi, timbul kasus unjuk rasa/mogok kerja 
yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial 
ekonomi lokal 

0.02 2 0.04 

11 
Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan 
regional hanya sebatas wacana 

0.01 1 0.01 

12 
Adanya potensi reaksi kimia dari perusahaan PT. 
Badak dan PT. Pupuk Kaltim 

0.01 3 0.03 

13 
Inkonsistensi pemerintah pusat dalam menangani 
masalah - masalah sosial 

0.01 2 0.02 

14 
Belum komprehensifnya penanganan masalah - 
masalah sosial di level internasional, nasional, 
propinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada 

0.03 1 0.03 

  JUMLAH 1   3.29 
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2. Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan organisasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan 

semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan 

strategi. Dalam hal ini digunakan model matrik SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat). Analisis SWOT merupakan indentifikasi berbagai faktor 

secara sistematika untuk merumuskan strategi instansi. Analisis didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Pada tahap ini dilakukan analisis lingkungan internal dengan 

pencermatan (scanning) terhadap lingkungan. Berdasarkan analisis tersebut 

diidentifikasikan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: 

Kekuatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota meliputi: 

1. Adanya kebijakan Walikota Bontang yang menetapkan pengembangan 

SDM sebagai salah satu prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang 

yang dituangkan dalam Visi dan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan professional. 

2. Terbentuknya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

yang diatur secara teknis Peraturan Walikota Bontang No. 30 Tahun 2008 

tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Bontang. 

3. Dukungan APBD dalam pelaksanaan program-program pemerintah. 

4. Terselenggaranya kegiatan layanan administratif sosial dan 

ketenagakerjaan. 

5. Adanya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bontang. 

6. Adanya Dewan Pengupahan Kota Bontang. 

7. Meningkatnya jumlah tenaga kerja sosial di Kota Bontang dari tahun 

2006-2009. 
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8. Tersedianya angkatan kerja potensial dalam jumlah yang cukup besar 

didukung oleh kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, 

memberi peluang percepatan proses peningkatan produktivitas yang 

menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi. 

9. Akses ke pusat pemerintahan propinsi (Kota Samarinda) yang relatif 

mudah dan terjangkau. 

10. Adanya 2 Industri besar PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim yang dapat 

mendorong iklim industri dan ketenagakerjaan. 

11. Sedang dibangunnya fasilitas Balai Latihan Ketenagakerjaan. 

12. Heteregonitas Sosial Kemasyarakatan di Kota Bontang. 

13. Jumlah Karang Taruna di Kota Bontang cukup banyak. 

14. Minimnya tingkat kejahatan. 

15. Angka kemiskinan relatif menurun. 

16. Cakupan wilayah kerja Kota Bontang yang mudah dijangkau. 

 

Kelemahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota meliputi: 

1. Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara 

belum memadai. 

2. Penempatan dan formasi aparatur  belum sesuai keahlian dan bidang 

tugas. 

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup 

memadai.  

4. Belum maksimalnya layanan administratif perkantoran dan layanan publik 

sosial ketenagakerjaan. 

5. Belum maksimalnya disiplin aparatur di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. 

6. Belum lengkapnya sarana sosial  milik pemerintah seperti panti asuhan.  

7. Minimnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak yang 

mengalami permasalan kesejahteraan sosial. 

8. Berdasarkan data dari Depertemen Kesehatan penderita kusta cenderung  

meningkat  di Kota Bontang. 
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9. Minimnya keterampilan (hardskill) masyarakat yang menyebabkan 

rendahnya penyerapan tenaga kerja Bontang di Industri (lokal, regional, 

nasional maupun internasional). 

10. Belum maksimalnya kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. 

11. Masih adanya kasus perselisihan kerja dari tahun ke tahun. 

12. Rendahnya kesadaran calon tenaga  tenaga kerja dan pencari kerja  akan 

manfaat Kartu Kuning. 

13. Belum optimalnya data base dan penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial. 

14. Lemahnya up dating informasi dan isu-isu terkini terkait dengan kebijakan 

sosial ketenagakerjaan. 

15. Dokumen-dokumen perencanaan sosial ketenagakerjaan perlu dikaji dan 

dikembangkan. 

16. Belum maksimalnya sistem operasi Balai Latihan Kerja. 

17. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi jejaring kerja. 

18. Program pembinaan wirausaha mandiri belum dilaksanakan secara 

optimal. 

 

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman. Adapun 

peluang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang meliputi: 

1. Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan 

Anak Telantar dipelihara oleh Negara. 

2. Adanya Undang - Undang Ketenagakerjaan RI no 13 tahun 2003.  

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial 

yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga 

masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan 

penanggulangan kemiskinan. 

4. Adanya Program Jamsostek yang memberikan jaminan kepada tenaga 

kerja dan mengurangi dampak-dampak sosial ketenagakerjaan. 
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5. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

6. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan sosial.  

7. Kota Bontang yang telah dikenal sebagai kawasan Industri di Kalimantan 

dan Indonesia.  

8. Otonomi daerah disertai perimbangan kewenangan dan keuangan. 

9. Adanya dukungan perusahaan dalam pengembangan ketenagakerjaan. 

10. Kemajuan teknologi informasi pendukung ketenagakerjaan. 

11. Adanya Kelompok Kerja Eliminasi Kusta Nasional. 

12. Terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi di tingkat  nasional. 

13. Adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah 

ditetapkan sebagai standar baku di beberapa sektor ketenagakerjaan. 

14. Program 3 in 1 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

15. Adanya konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang cacat. 

16. Adanya Konvensi nasional keserasian sosial. 

 

Ancaman  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang meliputi: 

1. Kebijakan Nasional terkait dengan Ketenagakerjaan  dan Sosial yang 

selalu berubah-ubah. 

2. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang kurang diimbangi oleh 

kesempatan kerja.  

3. Penegakan hukum yang lemah. 

4. Belum adanya reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri. 

5. Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur 

khususnya dan Indonesia umumnya. 

6. Rendahnya pengawasan dari pusat ke daerah semenjak otonomi 

daerah. 

7. Belum adanya kebijakan nasional yang terkait dengan sistem 

pembinaan ketenagakerjaan yang langsung ke tenaga kerja. 
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8. Arus migrasi yang berlangsung dinamis berakibat semakin tingginya 

angka pengangguran. 

9. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas keterampilan tenaga kerja 

dibanding dengan tuntutan kualitas pasar kerja. 

10. Menurunnya kualitas hubungan industrial secara nasional, 

mengakibatkan terganggunya proses produksi, timbul kasus unjuk 

rasa/mogok kerja yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial ekonomi 

lokal. 

11. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan regional hanya sebatas 

wacana. 

12. Adanya potensi reaksi kimia dari perusahaan PT. Badak dan PT. Pupuk 

Kaltim. 

13. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah 

sosial. 

14. Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah sosial di level 

internasional, nasional, provinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada. 

 

Adapun untuk lebih detailnya,  kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang terjabar pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 

Analisis Faktor Internal dan Analisis Faktor Eksternal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

 

FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR  

EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

KEKUATAN KELEMAHAN 

1. Adanya kebijakan Walikota Bontang yang 
menetapkan pengembangan SDM sebagai salah 
satu prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang 
yang dituangkan dalam Visi dan Misi 
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan 
professional 

2. Terbentuknya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
yang diatur secara teknis Peraturan Walikota 
Bontang No. 30 Tahun 2008 tentang Rincian dan 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kota Bontang 

3. Dukungan APBD dalam pelaksanaan program - 
program pemerintah 

4. Terselenggaranya kegiatan layanan administratif 
sosial dan ketenagakerjaan 

5. Adanya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota 
Bontang 

6. Adanya Dewan Pengupahan Kota Bontang 
7. Meningkatnya jumlah tenaga kerja sosial di Kota 

Bontang dari tahun 2006- 2009 
8. Tersedianya angkatan kerja potensial dalam 

jumlah yang cukup besar didukung oleh kondisi 
kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, 
memberi peluang percepatan proses peningkatan 

1. Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga 
pengawas dan tenaga perantara belum memadai 

2. Penempatan dan formasi aparatur  belum sesuai 
keahlian dan bidang tugas 

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana 
kelembagaan yang cukup memadai  

4. Belum maksimalnya layanan administratif 
perkantoran dan layanan publik sosial 
ketenagakerjaan 

5. Belum maksimalnya disiplin aparatur di Dinas 
Sosial dan Ketenagakerjaan 

6. Belum lengkapnya sarana sosial  milik 
pemerintah seperti panti asuhan  

7. Minimnya pelayanan rehabilitasi dan 
perlindungan sosial bagi anak yang mengalami 
permasalan kesejahteraan sosial. 

8. Berdasarkan data dari Depertemen Kesehatan 
penderita kusta cenderung  meningkat  di Kota 
Bontang 

9. Minimnya keterampilan (hardskill) masyarakat 
yang menyebabkan rendahnya penyerapan 
tenaga kerja Bontang di Industri (lokal, regional, 
nasional maupun internasional) 

10. Belum maksimalnya kegiatan sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

11. Masih adanya kasus perselisihan kerja dari 
tahun ke tahun 
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produktivitas yang menunjang percepatan 
pertumbuhan ekonomi 

9. Akses ke pusat pemerintahan propinsi (Kota 
Samarinda) yang relatif mudah dan terjangkau 

10. Adanya 2 Industri besar PT. Badak NGL dan PT. 
Pupuk Kaltim yang dapat mendorong iklim 
industri dan ketenagakerjaan 

11. Sedang dibangunnya fasilitas Balai Latihan 
Ketenagakerjaan 

12. Heteregonitas Sosial Kemasyarakatan di Kota 
Bontang 

13. Jumlah Karang Taruna di Kota Bontang cukup 
banyak 

14. Minimnya tingkat kejahatan  
15. Angka kemiskinan relatif menurun 
16. Cakupan wilayah kerja Kota Bontang yang 

mudah dijangkau 

12. Rendahnya kesadaran calon tenaga  tenaga 
kerja dan pencari kerja  akan manfaat Kartu 
Kuning 

13. Belum optimalnya data base dan penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

14. Lemahnya up dating informasi dan isu - isu 
terkini terkait dengan kebijakan sosial 
ketenagakerjaan 

15. Dokumen - dokumen perencanaan sosial 
ketenagakerjaan perlu dikaji & dikembangkan 

16. Belum maksimalnya sistem operasi Balai 
Latihan Kerja 

17. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi 
jejaring kerja 

18. Program pembinaan wirausaha mandiri belum 
dilaksanakan secara optimal 
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PELUANG STRATEGI S+O STRATEGI W+O 

1. Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di 
mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara 
oleh Negara. 

2. Adanya Undang - Undang Ketenagakerjaan RI no 
13 tahun 2003  

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi 
warga masyarakat yang kurang beruntung dan 
rentan, serta melakukan penanggulangan 
kemiskinan. 

4. Adanya program Jamsostek yang memberikan 
jaminan kepada tenaga kerja dan mengurangi 
dampak-dampak sosial ketenagakerjaan 

5. Adanya kebijakan nasional dalam wujud 
peraturan pemerintah dan peraturan menteri 
ketenagakerjaan dan transmigrasi  

6. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud 
peraturan pemerintah dan peraturan menteri 
terkait dengan kesejahteraan sosial  

7. Kota Bontang yang telah dikenal sebagai 
kawasan Industri di Kalimantan dan Indonesia  

8. Otonomi daerah disertai perimbangan 
kewenangan dan keuangan 

9. Adanya dukungan perusahaan dalam 
pengembangan ketenagakerjaan 

10. Kemajuan teknologi informasi pendukung 
ketenagakerjaan 

1. Memperkuat dan melengkapi produk hukum 
bagi aparatur pemerintahan daerah untuk 
memantapkan peran dan fungsi institusi baik 
yang berhubungan dengan organisasi 
pemerintahan maupun yang berhubungan 
dengan aparat sehingga mampu meningkatkan 
kualitas tenaga kerja. 

2. Mendorong optimalisasi teknologi informasi 
pendukung ketenagakerjaan. 

3. Mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja bagi 
calon tenaga kerja di Kota Bontang. 

4. Menjalin kerjasama dengan industri dan dinas 
terkait dengan ketenagakerjaan di Kota 
Bontang. 

5. Mengoptimalkan peran Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan kualitas 
SDM di Kota Bontang dengan mendorong 
terbentuknya LSP - LSP perwakilan masing - 
masing profesi di Kota Bontang. 

6. Memfasilitasi calon tenaga kerja yang berlatar 
belakang keluarga miskin dan anak terlantar 
dengan kegiatan pembinaan baik berupa 
penyuluhan atapun pelatihan  

7. Memfasilitasi tenaga kerja berkemampuan 
khusus (cacat) melalui peningkatan 
keterampilan di Balai Latihan Kerja. 

8. Perlunya kategorisasi penilaian perusahaan.  
9. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001- 

2008 untuk layanan publik. 

1. Melakukan seleksi penerimaan dan penempatan 
calon tenaga kerja sesuai dengan bidang 
keilmuan, spesifikasi keahlian serta kriteria -
kriteria baku yang harus dipenuhi. 

2. Pengembangan pola karir jabatan melalui 
pengisian jabatan struktural, peningkatan jenis 
jabatan fungsional dan dokumentasi pola karir. 

3. Penyediaan sarana & prasarana yg berupa 
gedung/kantor & kelengkapan administratif yg 
representatif di Dinas Sos dan Naker. 

4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui  
pengakuan kompetensi terkini oleh lembaga 
sertifikasi profesi. 

5. Perlu disusun dokumen perencanaan yang 
mengatur dan terkait  dengan sosial Dinas Sosial 
dan Tenaga kerja. 

6. Meningkatkan disiplin aparatur melalui sistem 
absensi. 

7. Optimalisasi database & penanganan PMKS. 
8. Diseminasi terkait dengan informasi dan isu 

terkini terkait dengan kebijakan sosial 
ketenagakerjaan. 

9. Meningkatkan layanan administratif perkantoran 
dan layanan sosial ketenagakerjaan. 

10. Memfasilitasi komunikasi antara industri dan 
tenaga kerja. 

11. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan. 
12. Meningkatkan pembinaan pada penyandang 

cacat dan eks trauma terkait dengan kesiapan 
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PELUANG STRATEGI S+O STRATEGI W+O 

11. Adanya Kelompok Kerja Eliminasi Kusta 
Nasional 

12. Terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi di 
tingkat  nasional 

13. Adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia yang telah ditetapkan sebagai 
standar baku di beberapa sektor 
ketenagakerjaan 

14. Program 3 in 1 yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat 

15. Adanya konvensi internasional mengenai hak-
hak  penyandang cacat  

16. Adanya Konvensi nasional keserasian sosial 

10. Diperlukan perluasan kerja sistem padat karya 
dan bimbingan usaha. 

11. Penyusunan MoU dengan perusahaan agar 
terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan 
masalah - masalah sosial yang ada disekitar 
lingkungan perusahaan melalui program CSR 
(Corporate Social Responbility) 

12. Sosialisasi  program-program ketenagakerjaan 
melalui kelompok-kelompok karang taruna 

13. Bimtek hubungan industrial 
14. Pembinaan bagi anggota Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
15. Pembinaan dan penerapan SIstem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
16. Program peningkatan ketrampilan berusaha dan 

manajemen usaha bagi keluarga miskin 

sebagai calon tenaga kerja. 
13. Inventarisasi data-data penyandang cacat, eks 

penderita penyakit kronis dan kusta. 
14. Pembinaan dan evaluasi penyaluran bantuan 

bagi penyandang cacat, eks penderita penyakit 
kronis dan kusta. 

15. Melembagakan jejaring kerja dgn melibatkan 
pemangku kepentingan. 

16. Membangun dan melengkapi fasilitas panti 
asuhan ataupun panti sosial bina remaja. 

17. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan 
perlindungan sosial bagi anak yang mengalami 
permasalan kesejahteraan sosial. 

18. Penyusunan buku saku dan informasi 
ketenagakerjaan 

19. Sosialisasi berbagai peratuaran pelaksanaan 
tentang ketenagakerjaan 

20. Bimbingan teknis tentang peningkatan peran dan 
fungsi SP/SB 

21. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan 
norma ketenagakerjaan 

22. Peningkatan kemampuan petugas dan 
pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, 
KAT dan PMKS 

23. Fasilitasi rehabiliasi rumah dan lingkungan tidak 
layak huni serta fasilitas umum lainnya. 
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ANCAMAN STRATEGI S+T STRATEGI W+T 

1. Kebijakan Nasional terkait dengan 
Ketenagakerjaan  dan Sosial yang selalu berubah-
ubah 

2. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang kurang 
diimbangi oleh kesempatan kerja  

3. Penegakan hukum yang lemah 
4. Belum adanya reformasi sistem penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri 
5. Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial 

di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia 
umumnya 

6. Rendahnya pengawasan dari pusat ke daerah 
semenjak otonomi daerah 

7. Belum adanya kebijakan nasional yang terkait 
dengan sistem pembinaan ketenagakerjaan yang 
langsung ke tenaga kerja. 

8. Arus migrasi yang berlangsung dinamis berakibat 
semakin tingginya angka pengangguran 

9. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas 
keterampilan tenaga kerja dibanding dengan 
tuntutan kualitas pasar kerja 

10. Menurunnya kualitas hubungan industrial 
secara nasional, mengakibatkan terganggunya 
proses produksi, timbul kasus unjuk 
rasa/mogok kerja yang berpengaruh terhadap 
stabilitas sosial ekonomi lokal 

11. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan 
regional hanya sebatas wacana 

12. Adanya potensi reaksi kimia dari perusahaan 

1. Membekali aparatur SKPD dengan produk 
hukum melalui diseminasi secara reguler. 

2. Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja 
melalui pendidikan dan pelatihan. 

3. Penyusunan peraturan daerah tentang 
ketenagakerjaan. 

4. Penyusunan peraturan Walikota yang mengatur 
masalah-masalah lebih teknis terkait dengan 
sosial tenaga kerja. 

5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar 
daerah, propinsi  dan pusat  terkait dengan 
keternagakerjaan. 

6. Optimalisasi peran dan keberadaan lembaga 
Bipartit dan Tripartit dalam permasalahan 
ketenagakerjaan. 

7. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan 
terkait dengan  norma ketenagakerjaan. 

8. Melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan di 
sektor industri di Kota Bontang agar pelatihan 
yang disusun lebih mengena. 

9. Memperkuat komitmen SKPD dalam terhadap 
permasalahan sosial. 

10. Membangun kerjasama dengan dua industri 
besar yang ada untuk program-program 
pemagangan. 

11. Mengoptimalkan peran dan fungsi sistem 
pengaduan dan pelayanan TKI di Luar negeri 
(melalui BNP2TKI atau Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

1. Membuka bursa kerja secara berkala di Kota 
Bontang. 

2. Pengembangan database PMKS. 
3. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan 

hubungan industri. 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan 

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 
PMKS. 

5. Meningkatkan kemampuan petugas dan 
pendamping sosial terkait dengan 
pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat 
terpencil dan PMKS. 

6. Fasilitasi dan rehabilitasi rumah dan lingkungan 
layak huni bagi sosial masyarakat. 

7. Sosialisasi Program Jamsostek bagi para tenaga 
kerja.  

8. Perlunya sistem informasi terkait dengan 
ketenagakerjaan. 

9. Menjadikan BLK sebagai Center of Competency 
Study yang menghasilkan lulusan-lulusan 
tangguh. 

10. Menyusun program siaga bencana dan tanggap 
sosial. 

11. Meningkatkan kualitas informasi bagi aparatur 
melalui pengadaan literatur-literatur yang berisi 
informasi - informasi terkait dengan isu - isu 
kemiskinan, sosial dan ketenagakerjaan. 

12. Mengoptimalkan portal berbasis www. yang 
memuat sistem informasi ketenagakerjaan dan 
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ANCAMAN STRATEGI S+T STRATEGI W+T 

PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim 
13. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam 

menangani masalah-masalah sosial 
14. Belum komprehensifnya penanganan masalah-

masalah sosial di level internasional, nasional, 
propinsi dengan level Kabupaten/Kota yang 
ada. 

Indonesia). 
12. Penyelenggaraan program pelatihan kerja 

berbasis masyarakat. 
13. Bimtek Code of Conduct Pelaku Proses 

Produksi dalam hubungan industrial 
14. Bimbingan teknis tentang pengupahan 
15. Monitoring dan evaluasi kredit usaha bersama, 

penerimaan bantuan sosial rumah tak layak 
huni, dan para peserta di panti sosial. 

 

sosial Kota Bontang.  
13. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui 

penerapan teknologi tepat guna. 
14. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 
15. Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri 

Profesional (TKPMP) 
16. Pelatihan peningkatan kualitas kerja 
17. Pelatihan kewirausahaan dan produktifitas 
18. Pembinaan wirausaha mandiri 
19. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 
20. Bimbingan teknis tentang pembuatan 

pembuatan syarat-syarat kerja (Peraturan 
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama). 
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Berdasarkan analisis diatas dapat ditentukan strategi dan kebijakan SKPD seperti terjabar pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi I  

Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 
 

VISI  : Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

MISI I : Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Menyelenggarakan Administrasi Yang Tertib Untuk Menunjang Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tersedianya SDM yang berkualitas dan 
produktif dan terlaksananya tertib 
administrasi 

1. Terpenuhinya pegawai yang sesuai dengan 
keahlian yang dibutuhkan  

2. Tercapainya pelaksanaan sistem administrasi 
yang tertib 

1. Penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan secara berkala 

2. Pengembangan sistem 
administrasi kepegawaian 
SKPD 

1. Peningkatan kompetensi 
aparatur 

2. Peningkatan sarana dan 
prasarana administrasi 

 

 

 

 

Tabel 4.11 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi II 

 Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 
 

MISI II : Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tersedianya informasi ketenagakerjaan 
yang dinamis dan terkini 

Terwujudnya sistem informasi ketenagakerjaan 

Pengembangan sistem 
informasi ketenagakerjaan 

Mengembangkan sistem 
informasi ketenagakerjaan 
secara luas, berkembang, 
dinamis dan up to date 
informasi-informasinya 
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Tabel 4.12 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi III  
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

 

MISI III :  Memperluas dan Mengembangkan Sistem Informasi Penyandang Masalah Sosial 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tersedianya sistem informasi PMKS Terwujudnya sistem informasi PMKS 
Updating sistem informasi 
PMKS  

Menyajikan data PMKS terbaru 

 

 

 
 

Tabel 4.13 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi IV 

 Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 
 

MISI IV :  Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas dan Produktifitas Angkatan Kerja  

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tersedianya tenaga kerja yang 
berkualitas dan produktif 

Terciptanya tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja 

Pembinaan dan 
pengembangan kapasitas 
tenaga kerja 

Pengembangan kecakapan, 
keterampilan SDM melalui 
pendidikan dan pelatihan sesuai 
análisis kebutuhan 
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Tabel 4.14 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi V 

Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

 

MISI V :  Meningkatkan Hubungan Kerja Yang Harmonis 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tercapainya kesejahteraan 
pekerja/buruh 

Terpenuhinya upah minimum pekerja/buruh 
Merumuskan upah mínimum 
yang proporsional 

Fasilitasi peningkatan 
kesejahteraan bagi 
buruh/pekerja 

Tercapainya ketenangan bekerja Mengurangi kasus perselisihan dan kecelakaan kerja 
Meningkatkan kerjasama dan 
koordinasi pelaku industri 

Fasilitasi penyelesaian prosedur 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial 

 

 

Tabel 4.15 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Misi VI 

Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

 

MISI VI :  Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Rehabilitasi Serta Bantuan Jaminan Sosial 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Terciptanya SDM yang terampil 
Terwujudnnya keterampilan fakir miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 

Pemberdayaan kelembagaan 
kesejahteraan sosial 

Fasilitasi Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan PMKS 

Tersedianya kebutuhan lansia dan 
korban bencana 

Terpenuhinya kebutuhan lansia dan korban bencana 
Meningkatkan pelayanan dan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial 

Fasilitasi pelayanan dan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial 
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BAB  V 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

5.1. Program dan Kegiatan SKPD 

5.1.1. Program SKPD  

Bertolak dari Sasaran-Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan,  

disusunlah program-program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang 

sebagai berikut: 

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur. 

2. Program pelayanan administrasi perkantoran. 

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.  

4. Program peningkatan disiplin aparatur. 

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

6. Program peningkatan kesempatan kerja. 

7. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 

8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 

9. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

PMKS lainnya. 

10. Program Pembinaan anak terlantar. 

11. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 

12. Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo. 

13. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial. 

14. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 

15. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 
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5.1.2. Kegiatan SKPD 

Untuk mewujudkan program di atas, disusun kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan yang merupakan penjabaran Strategi dan Kebijakan untuk  

pencapaian Tujuan dan Sasaran yang digariskan oleh Visi dan Misi. 

Kegiatan-kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang yang akan 

dilakukan sebagai penjabaran program-program adalah sebagai berikut: 

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur yang 

diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan: 

a. Pendidikan dan pelatihan formal. 

b. Pembinaan mental dan fisik aparatur. 

2. Program pelayanan administrasi perkantoran yang diwujudkan dalam 

kegiatan-kegiatan: 

a. Penyediaan jasa surat-menyurat. 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 

operasional. 

d. Penyediaan alat tulis kantor. 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

g. Penyediaan peralatan rumah tangga. 

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan. 

i. Penyediaan bahan logistik kantor. 

j. Penyediaan makanan dan minuman. 

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran. 

m. Konsultasi pendampingan surveillance Audit ISO 9001-2000. 

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang diwujudkan 

dalam kegiatan-kegiatan: 

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 

b. Pengadaan mebeleur. 

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 
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d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 

f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. 

g. Pemeliharaan rutin/berkala komputer. 

h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 

4. Program peningkatan disiplin aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan : 

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan: 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi 

anggaran. 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 

d. Penyusunan Renstra SKPD. 

e. Penyusunan Renja SKPD. 

f. Penyusunan laporan akuntabilitas. 

g. Review Renstra SKPD. 

h. Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD. 

6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan: 

a. Verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial pemerintah 

daerah. 

7. Program pengembangan data/informasi diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan: 

a. Pembenahan dan penataan data arsip SKPD. 

8. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah diwujudkan 

dalam kegiatan-kegiatan: 

a. Pelaksanaan pembangunan daerah. 
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9. Program peningkatan kesempatan kerja. 

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja. 

b. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. 

c. Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. 

d. Penyusunan database Tenaga Kerja Daerah. 

e. Penyusunan buku saku dan informasi ketenagakerjaan. 

f. Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal). 

g. Monitoring TKA. 

h. Bimbingan teknis pembinaan entrepreneurship.  

i. Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Professional (TKPMP). 

j. Diklat pemagangan tenaga kerja. 

k. Pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja. 

l. Pelatihan kewirausahaan dan produktifitas. 

m. Pembinaan dan pembentukan wirausaha baru. 

n. Penyuluhan informasi jabatan. 

10. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 

b. Penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat. 

c. Pelatihan tenaga terampil terapan TTG. 

11. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 

a. Dewan Pengupahan Kota Bontang. 

b. Lembaga Kerjasama Tripartit. 

c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan. 

d. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

e. Bimbingan teknis tentang pembuatan syarat-syarat kerja. 

f. Bimbingan teknis tentang pengupahan. 

g. Bimbingan teknis tentang peningkatan peran dan fungsi SP/SB. 

h. Bimbingan teknis tentang keberadaan dan pelaksanaan LK Bipartit di 

perusahaan. 

i. Bimbingan teknis Hubungan Industrial. 
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j. Bimbingan teknis code of conduct pelaku proses produksi dalam 

hubungan industrial. 

k. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. 

l. Pembinaan anggota P2K3. 

m. Pembinaan penerapan SMK3. 

n. Pengawasan dan pembinaan pekerja anak dan perempuan. 

o. Pemeriksaan dan analisa data objek pengawasan K3. 

p. Pembinaan K3 terpadu. 

q. Seminar dan Apel Bulan K3. 

r. Peningkatan kepesertaan Jamsostek. 

12. Program penataan kebijakan ketenagakerjaan. 

a. Persiapan penyusunan raperda Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit. 

13. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

PMKS lainnya. 

a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping 

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. 

b. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

c. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin. 

d. Monitoring dan Evaluasi KUBE, penerima bantuan sosial rumah tidak 

layak huni, peserta PSBR, PSKW, PSAH. 

14. Program Pembinaan anak terlantar. 

a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 

termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. 

15. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma. 

16. Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo. 

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo. 

b. Penyediaan sarana prasarana panti sosial. 

17. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial. 

a. Pembinaan mental bagi eks penyandang penyakit sosial. 

18. Program pemberdayaaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 
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a. Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial. 

b. Penyusunan Data Base PMKS. 

c. Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan. 

d. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan 

sosial. 

e. Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis 

Berhadiah (UGB). 

f. Pemantapan dan penyegaran bagi anggota Tagana dan Pembina. 

g. Pelatihan dasar bagi calon anggota Tagana dan Pembina. 

h. Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (Tagana). 

i. Pelatihan bagi Pekeja Sosial Mayarakat (PSM). 

j. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 

k. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial. 

19. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS. 

b. Penanganan Korban Bencana. 

c. Penanganan terhadap penyakit kejiwaan, keterlantaran termasuk anak 

jalanan, anak cacat dan anak terlantar, gelandangan, pengemis. 

d. Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak 

potensial. 

e. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

f. Sosialisasi pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada 

Kartu Keluarga di wilayah Kota Bontang 

g. Pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada Kartu 

Keluarga di wilayah Kota Bontang. 

h. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 



Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor 6 Tahun 2008

Tanggal 17 September 2008

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KOTA BONTANG

KEPALA DINAS

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG. UMUM
KASUBAG. PERENCANAAN

PROGRAM DAN KEUANGAN

KABID. SOSIAL
KABID. PELATIHAN PRODUKTIFITAS

DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

KABID. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN

DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

KASI. PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN SOSIAL

KASI. PELATIHAN, PRODUKTIFITAS

DAN PEMAGANGAN

KASI. PENGAWASAN NORMA

KETENAGAKERJAAN

KASI. PELAYANAN DAN REHABILITASI

SOSIAL
KASI. INFORMASI PASAR KERJA

KASI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HI

DAN PERSYARATAN KERJA

KASI. BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT)

KASI. PENEMPATAN

DAN BIMBINGAN JABATAN

KASI. KELEMBAGAAN HI

DAN JAMSOSTEK



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 36 25 100,00     27 158,00       28 100,00       28 145,00       30 165,00       174 668,00       

orang orang orang orang orang orang orang

1 Ouput :
Kontribusi kursus-

kursus/pelatihan

1 tahun 1 tahun 100,00     1 tahun 158,00       1 tahun 100,00       1 tahun         145,00 1 tahun         165,00 6 tahun 668,00       

Outcome :

Meningkatnya 

kemampuan dan 

pengetahuan pegawai

2 Ouput :
Terlaksananya 

pembinaan mental dan 

fisik aparatur

100% 100% 485,72     100% 57,00          100% 56,95          100%           58,50 100%           60,00 100% 718,17       

Outcome :

Terciptanya kerjasama 

dan kekompakan 

berorganisasi

2 100% 100% 3.072,23  100% 2.520,54    100% 2.249,73    100% 2.919,16    100% 3.081,25    100% 13.842,90  

1 Output :

Surat/dokumen yang 

terkirim 

1 tahun 1 tahun 6,00          1 tahun 5,00            1 tahun 5,30            1 tahun 5,50            1 tahun 6,00            6 tahun 27,80          

Outcome :

Prosentase surat yang 

terkirim/ tersampaikan

2 Output :

Terbayarnya tagihan 

telepon, air dan listrik

12 bulan 12 

bulan

28,44       12 

bulan

40,22          12 

bulan

40,02          12 

bulan

47,78          12 

bulan

52,00          72 

bulan

208,46       

Outcome :

Tersedianya sarana 

komunikasi, sumber daya 

air dan listrik

3 Output :

Tersedianya jasa 

perizinan kendaraan 

dinas dan operasional

1 tahun 1 tahun 3,75          1 tahun 23,50          1 tahun 10,55          1 tahun 10,65          1 tahun 11,00          6 tahun 59,45          

Outcome :

Meningkatnya kinerja 

pegawai

4 Output :

Tersedianya ATK 1 1 96,15       1 100,83       1 59,83          1 62,50          1 66,00          6 385,31       

Outcome : tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun

Tertib administrasi kantor

1.13.01.05.

1.13.01.01.

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Penyediaan alat 

tulis kantor

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Program peningkatan 

kualitas sumber daya 

aparatur

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Tujuan Sasaran

Penyediaan jasa 

surat menyurat

5

Indikator Sasaran

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 

Tercapainya 

pelaksanaan 

sistem 

administrasi yang 

tertib

Pelaksanaan 

sistem 

administrasi 

perkantoran

4

Tersedianya SDM 

yang berkualitas 

dan produktif dan 

terlaksananya 

tertib administrasi

Terpenuhinya 

pegawai yang 

sesuai dengan 

keahlian yang 

dibutuhkan

Jumlah pegawai 

yang mengikuti 

diklat teknis dan 

fungsional

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Dissosnak

er

Kota 

Bontang

Pembinaan mental 

dan fisik aparatur

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

TABEL 5.1.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

5 Output :

Tersedianya barang 

cetakan dan 

penggandaan

1 tahun 1 tahun 81,30       1 tahun 97,15          1 tahun 97,36          1 tahun 98,50          1 tahun 99,00          6 tahun 473,30       

Outcome :

Peningkatan kinerja

6 Output :

Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan kantor

1 paket 1 paket 236,15     1 paket 49,00          1 paket 150,23       1 paket 145,00       1 paket 115,00       6 paket 695,38       

Outcome :

Peningkatan kinerja

7 Output :

Tersedianya alat - alat 

dapur dan 

perlengkapannya

1 tahun 1 tahun 8,78          - -             - -             - -             - -             2 tahun 8,78            

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan 

rumah tangga kantor

8 Output :

Tersedianya bahan 

bacaan & bertambahnya 

jumlah buku 

perpustakaan

1 tahun 1 tahun 27,40       1 tahun 35,20          1 tahun 35,44          1 tahun 38,72          1 tahun 40,00          6 tahun 176,76       

Outcome :

Meningkatnya wawasan 

dan pengetahuan 

pegawai

9 Output :

Tersedianya peralatan & 

bahan kebersihan serta 

obat-obatan & 

perlengkapan P3K

1 tahun 1 tahun 7,99          1 tahun 21,18          1 tahun 23,04          1 tahun 23,30          1 tahun 25,00          6 tahun 100,50       

Outcome :

Terciptanya suasana 

kantor yang lebih bersih 

dan kondisi kesehatan 

pegawai yang lebih baik

10 Output :

Tersedianya makanan 

dan minuman 

1 tahun 1 tahun 15,00       1 tahun 22,52          1 tahun 22,52          1 tahun 23,00          1 tahun 23,50          6 tahun 106,54       

Outcome :

Meningkatnya kinerja 

pegawai

11 Output :

Terlaksananya 

koordinasi dan konsultasi 

ke berbagai daerah

1 tahun 1 tahun 1.228,82  1 tahun 1.020,55    1 tahun 585,20       1 tahun 1.225,00    1 tahun 1.350,00    6 tahun 5.409,57    

Outcome :

Meningkatnya kinerja 

pegawai

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Penyediaan 

barang cetakan 

dan penggandaan

Penyediaan 

peralatan & 

perlengkapan 

kantor

Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Penyediaan bahan 

logistik kantor

Penyediaan 

makanan dan 

minuman



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

12 Output :

15 15 413,82     15 414,96       14 424,96       14 436,46       14 455,00       87 2.145,20    

orang orang orang orang orang orang orang

Outcome :

Meningkatnya kinerja 

PTT dan honorer

13 Output :
Terlaksananya 

bimbingan dan 

pemeliharaan sertifikasi 

ISO 9001-2000

100% 100% 64,64       - - -     -             - -             - -             100% 64,64          

Outcome:
Terciptanya layanan 

publik yang lebih baik

3

1 Output :
Tersedianya kendaraan 

operasional

-           3 unit 

R2 & 1 

386,14     -     -             -     -             -     -             -     -             3 unit 

R2 & 1 

386,14       

Outcome:
Meningkatnya kinerja 

operasional kantor

2 Output :
Terlaksananya 

pengadaan mebeleur

1 paket  1 

paket 

45,44        1 

paket 

39,71           1 

paket 

39,92           1 

paket 

43,68           1 

paket 

35,00           6 

paket 

203,74       

Outcome:
Meningkatnya kinerja 

pegawai

4 Output :
Tersedianya sarana dan 

prasarana pemeliharaan 

kantor

1 tahun 1 tahun 50,16       1 tahun 34,50          1 tahun 47,50          1 tahun 50,00          1 tahun 52,25          6 tahun 234,41       

Outcome:
Suasana kantor menjadi 

lebih baik

5 Output :
Tersedianya jasa 

pemeliharaan kendaraan 

dinas dan operasional

1 tahun 1 tahun 199,75     1 tahun 263,47       1 tahun 346,03       1 tahun 405,00       1 tahun 425,00       6 tahun 1.639,24    

Outcome:
Terpeliharanya 

kendaraan dinas dan 

operasional

6 Output :
Tersedianya sarana 

pemeliharaan 

perlengkapan kantor

1 tahun 1 tahun 15,00       1 tahun 26,80          1 tahun 15,30          1 tahun 21,23          1 tahun 22,50          6 tahun 100,83       

Outcome:
Terpeliharanya 

perlengkapan dan 

peralatan kantor

1.13.01.02.

Pengadaan 

mebeleur

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Penyediaan jasa 

tenaga 

administrasi/teknis 

perkantoran

Konsultasi 

Pendampingan 

Surveillance Audit 

ISO 9001-2000

Tersedianya honor PTT 

dan honorer



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

7 Output :
Tersedianya sarana 

pemeliharaan mebeleur

1 tahun 1 tahun 1,50          - -             - - -     - -     -             2 tahun 1,50            

Outcome:
Terpeliharanya mebeleur 

kantor

8 Output :
Tersedianya sarana 

pemeliharaan komputer

1 tahun 1 tahun 19,85       1 tahun 17,50          1 tahun 50,73          1 tahun 52,50          1 tahun 54,25          6 tahun 194,83       

Outcome:
Terpeliharanya komputer 

9 Output :

- - -           1 102,63       - - - - - - 1 102,63       

gedung gedung

Outcome:
Terbangunnya 

Sekretariat Bersama 

LK3, PSM dan Tagana

4

1 Output :
Tersedianya pakaian 

dinas penjaga keamanan

2 stel 2 stel 1,00          - -             - -             - -             - -             4 stel 1,00            

Outcome:
Tingkat kedisiplinan 

meningkat

2 Output :
Tersedianya pakaian 

olahraga & 

kelengkapannya

60 stel 60 stel 46,75       60 stel 29,65          - -             60 stel 35,00          60 stel 45,00          300 

stel

156,40       

Outcome:
Keseragaman pakaian

5

1 Output :
Tersusunnya laporan 

capaian kinerja 

Dissosnaker

1 dokumen 1 

dokum

en

10,45       1 

dokum

en

13,75          1 

dokum

en

12,65          1 

dokum

en

15,13          1 

dokum

en

15,75          6 

dokum

en

67,73          

Outcome:

2 Output :
Terbuatnya dokumen 

laporan keuangan 

semesteran SKPD

1 dokumen 1 

dokum

en

11,65       1 

dokum

en

12,48          1 

dokum

en

6,25            1 

dokum

en

13,72          1 

dokum

en

14,25          6 

dokum

en

58,35          

Outcome:
Meningkatnya kualitas 

pelaporan keuangan 

semesteran

1.13.01.03.

1.13.01.06.

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

mebeleur

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

komputer

Pengadaan 

pakaian khusus 

hari-hari tertentu

Program Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta 

perlengkapannya

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Rehabilitasi 

sedang/berat 

gedung kantor

Pelaporan capaian 

kinerja SKPD

Penyusunan 

laporan keuangan 

semesteran dan 

prognosis realisasi 

anggaran

Jumlah gedung yang 

direhabilitasi



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

3 Output :
Tersusunnya laporan 

tahunan SKPD

1 dokumen 9,45          13,75          13,85          15,13          15,75          67,93          

Outcome:
Pelaporan keuangan 

SKPD

4 Output :
Dokumen Renstra SKPD -           26,85       -     -             -     -             -     -             -     -             26,85          

Outcome:
Meningkatnya kualitas 

perencanaan jangka 

menengah

5 Output :
Dokumen Renja SKPD -     -           - -             12,65          14,25          1 15,75          42,65          

Outcome:
Meningkatnya kualitas 

perencanaan jangka 

menengah

6 Output :
Tersusunnya laporan 

akuntabilitas 

1 dokumen - -           13,75          12,65          15,13          15,75          57,28          

Outcome:

7 Output :
Tersedianya dokumen 

review renstra 2011-

2016

-           - -           -     -             16,25          -     -             -     -             16,25          

Outcome:
Review dokumen 

perencanaan 

Dissosnaker

8 Output :

-           - -           -     -             -     -             22,50          25,00          47,50          

Outcome:
Terlaksananya monev 

kegiatan

6

1 Output :
Laporan Hibah dan 

Bansos

- - -           51,82          77,80          -             -             129,62       

Outcome:
Terlaksananya Hasil 

Verifikasi Bansos dan 

Hibah

1 

dokum

en

5 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

4 

dokum

en

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

6 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 dokumen 1 

dokum

en

1 

dokum

en

4 

dokum

en

Penyusunan Renja 

SKPD

1.13.01.09. Program Peningkatan 

kualitas Pelayanan 

Publik

Penyusunan 

laporan 

akuntabilitas

Pelaporan akuntabilitas 

kinerja SKPD

1 

dokum

en

1 

dokum

en

1 

dokum

en

Penyusunan 

laporan keuangan 

akhir tahun

Penyusunan 

Renstra SKPD

Review Renstra 

SKPD

Verifikasi, 

monitoring dan 

evaluasi hibah dan 

bantuan sosial 

pemerintah daerah

 2 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

Laporan monitoring dan 

evaluasi kegiatan

Monitoring dan 

evaluasi kegiatan 

SKPD



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

7

1 Output :
Daftar pertelaan arsip - - -           - -             5 buku 46,00          - -             - -             5 buku 46,00          

Outcome:
Tertib data kearsipan

8

1 Output :
Keikutsertaan pada 

Bontang Expo

- 30,00       70,65          97,72          99,50          102,50       400,37       

Outcome:
Penyebarluasan 

informasi pelayanan 

publik Dissosnaker

1  1 paket 119,70     162,54       199,14       220,00       240,00       941,38       

1 Output :
Pemberian informasi 

tentang keadaan 

persediaan tenaga kerja 

dan permintaan tenaga 

kerja

240 bulletin 200 

bulletin

119,70     200 

bulletin

62,50          200 

bulletin

199,14       200 

bulletin

220,00       200 

bulletin

240,00       1.240 

bulletin

841,34       

Outcome:
Sebagai media informasi 

bagi pencari kerja, 

lembaga pemerintah dan 

perusahaan

2 Output :
Tersedianya sarana dan 

prasarana 

pengembangan SIMTK

-           -     -           1 paket 58,50          - -             - -             - -             1 paket 58,50          

Outcome:
Terciptanya perluasan 

jaringan SIMTK

3 Output :
Terlaksananya Bimtek 

PTKD

-           -     -           20 

orang

55,40          -     -             -     -             -     -              20 

orang 

55,40          

Outcome:
Tercapainya pemahaman 

peserta Bimtek tentang 

pentingnya penyusunan 

PTKD

1 

kegiata

n

1 

kegiata

n

1 

kegiata

n

1 

kegiata

n

1 

kegiata

n

5 

kegiata

n

Pengembangan 

sistem informasi 

ketenagakerjaan

Bimbingan teknis 

perencanaan 

tenaga kerja 

daerah

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja

Pengumpulan, 

Pengolahan dan 

Penyebarluasan 

Informasi Pasar 

Kerja

1.13.01.07.

1.13.01.10.

1.14.01.16.

Program 

Pengembangan 

Data/Informasi

Pembenahan dan 

penataan data 

arsip SKPD 

Tersedianya 

informasi 

ketenagakerjaan 

yang dinamis dan 

terkini

Terwujudnya 

sistem informasi 

ketenagakerjaan

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

penunjang 

informasi pasar 

kerja

Program 

Penyebarluasan 

Informasi 

Pembangunan Daerah
Pelaksanaan 

pameran 

Pembangunan 

Daerah

 1 

paket 

 1 

paket 

 1 

paket 

 1 

paket 

 1 

paket 

 6 

paket 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

4 Output :
Data dan informasi 

penduduk angkatan kerja

-           -     -           -     -             80 

buku

69,83          -     -             -     -             80 

buku

69,83          

Outcome:
Informasi data 

perencanaan tenaga 

kerja daerah

5 Output :
Tersedianya buku saku 

ketenagakerjaan

-           -     -           100 

buku

41,55          -     -             - -             -     -             100 

buku

41,55          

Outcome:
Informasi dan gambaran 

ketenagakerjaan

6 Output :
Terpenuhinya lowongan 

kerja

-           -     -           - -              800 

orang 

67,30          800 

orang

104,50       800 

orang

115,00       2400 

orang

286,80       

Outcome:
Berkurangnya jumlah 

pengangguran

7 Output :
Data TKA perusahaan di 

Kota Bontang

-           -     -           - -             62,80          120,00       135,00       317,80       

Outcome:
Laporan TKA di Kota 

Bontang

8 Output :
Jumlah Peserta Bimtek -           -     -           - -             61,82          - -             - -             61,82          

Outcome:

1 -           221,75       283,22       105,00       125,00       734,96       

1 Output :
Pengembangan aplikasi 

database PMKS, update 

dan validasi data PMKS

-           -     -           1 paket 221,75       1 paket 283,22       1 paket 105,00       1 paket 125,00       4 paket 734,96       

Outcome:
Meningkatnya 

managemen 

pengembangan database 

PMKS

1 149 125 1.120,88 130 2.057,32 135 4.463,74 145 8.658,74 150 13.578,74 834 29.879,41  

 orang  orang  orang  orang  orang  orang  orang 

1 Output :
Jumlah tenaga kerja 

yang memiliki 

keterampilan teknis

-           16 

orang

220,46     - -             55 

orang

900,13       48 

orang

2.050,00    48 

orang

2.575,00    167 

orang

5.745,59    Kemiskin

an

Outcome:
Terlatihnya tenaga kerja 

1.13.01.21. Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja
Pendidikan dan 

pelatihan 

keterampilan bagi 

pencari kerja

 1 

dokumen 

Tersedianya 

sistem informasi 

PMKS

Penyusunan 

database tenaga 

kerja daerah

Penyusunan buku 

saku dan informasi 

ketenagakerjaan

Tersedianya 

tenaga kerja yang 

berkualitas dan 

produktif

Terciptanya 

tenaga kerja yang 

sesuai dengan 

kebutuhan pasar 

kerja

Tersedianya 

pencari kerja 

sesuai kebutuhan

Terwujudnya 

sistem informasi 

PMKS

Tersedianya data 

PMKS dan PSKS

Penempatan 

tenaga kerja AKL 

(Antar Kerja Lokal)

Bimbingan teknis 

pembinaan 

entrepreneurship

Pembinaan pencari kerja 

baru untuk menghadapi 

dunia kerja

Penyusunan 

Database PMKS

Monitoring TKA

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 6 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

 1 

dokum

en 

3 

dokum

en

 5 

sekola

h 

5 

sekola

h

1.14.01.15.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

2 Output :
Pembantu rumah tangga, 

buruh lepas dan buruh 

bangunan memiliki 

keterampilan

32 orang 16 

orang

83,50       133,20       193,40       225,00       250,00       885,10       Kemiskin

an

Outcome:
Pemberdayaan 

pembantu rumah tangga 

dan buruh sesuai dengan 

pasar kerja

3 Output :
Buruh bangunan dan 

pencari kerja memiliki 

keterampilan sesuai 

dengan teknologi yang 

dipelajari

40 orang -     -           -             25 

orang

292,94       25 

orang

305,00       25 

orang

325,00       115 

orang

922,94       Kemiskin

an

Outcome:
Tenaga kerja mampu 

mengelola  sumber daya 

alam melalui terapan 

Teknologi Tepat Guna

2

1 Output :
Terlaksananya pelatihan 

TKPMP pendampingan 

dan pemagangan di 

usaha ekonomi

-           -     -           -     -             - -             15 

orang

250,00       15 

orang

275,00       30 

orang

525,00       Kemiskin

an

Outcome:
Tenaga kerja pemuda 

siap berwirausaha 

mandiri 

2 Output :
Terlaksananya pelatihan 

dan pemagangan tenaga 

kerja

45 orang  45 

orang 

353,24      45 

orang 

383,80        45 

orang 

422,60        60 

orang 

600,00        60 

orang 

650,00        300 

orang 

2.409,64    Kemiskin

an

Outcome:
Tersedia Tenaga kerja 

terampil dan siap kerja

3 Output :
Terlaksananya pelatihan 

berbasis kompetensi 

(buruh lepas)

32 orang  32 

orang 

189,68      26 

orang 

217,15        20 

orang 

161,00        20 

orang 

245,00        20 

orang 

275,00        150 

orang 

1.087,83    Kemiskin

an

Outcome:
Tersedia Tenaga kerja 

terampil dan siap kerja

25 

orang

25 

orang

143 

orang

Penyelenggaraan 

Program Pelatihan 

Kerja Berbasis 

Masyarakat

20 

orang

25 

orang

Diklat 

Pemagangan 

Tenaga Kerja

Pelatihan Tenaga 

Kerja Pemuda 

Mandiri 

Professional 

(TKPMP)

Pelatihan 

peningkatan 

kualitas tenaga 

kerja

Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja

Pelatihan tenaga 

terampil Terapan 

TTG 

1.14.01.16.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

4 Output :
Terlaksananya pelatihan 

kewirausahaan dan 

produktifitas bagi 

pedagang miskin

-           -     -           10 

usaha 

kecil

36,53          20 

usaha 

kecil

158,18       20 

usaha 

kecil

200,00       20 

usaha 

kecil

220,00       70 

usaha 

kecil

614,70       Kemiskin

an

Outcome:
Tenaga kerja yang 

produktif dan mempunyai 

jiwa wirausaha

5 Output :
Terlaksananya 

pembinaan dan penilaian 

wira usaha yang ada di 

Kota Bontang

-           -     -           10 

orang

35,78          20 

orang

143,18       20 

orang

175,00       20 

orang

200,00       70 

orang

553,95       Kemiskin

an

Outcome:
Tenaga kerja yang 

produktif dan mempunyai 

jiwa wirausaha

6 Output :
Jumlah peserta -           -     -           34,03          -     -             -     -             -     -             34,03          

Outcome:
Terlaksananya 

penyuluhan jabatan 

menghadapi seleksi 

karyawan PKT

1 69,96% 65% 205,38     65% 171,48       67% 189,78       67% 225,00       69% 250,00       69% 1.041,64    

1 Output :
UMK/UMSK kota 

Bontang

18 sidang  18 

sidang 

205,38      12 

sidang 

171,48        12 

sidang 

189,78        12 

sidang 

225,00        12 

sidang 

250,00        84 

sidang 

1.041,64    

Outcome:
Meminimalisasi masalah 

pengupahan di Kota 

Bontang

1 12 20 440,39     18 555,58       15 739,47       15 813,27       12 905,00       12 3.453,70    

kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus

1 Output :
Jumlah peserta diskusi 

panel ketenagakerjaan

30 orang 30 

orang

101,67     30 

orang

50,11          30 

orang

58,72          30 

orang

155,00       30 

orang

165,00       180 

orang

530,50       

Outcome:
Tercapainya HI yang 

harmonis, dinamis, 

berkeadilan dan 

bermartabat

600 

orang

600 

orang

Dewan 

Pengupahan 

Kota/DEPEKO

Tercapainya 

kesejahteraan 

pekerja/buruh

Terpenuhinya 

upah minimum 

pekerja/buruh

Pencapaian nilai 

Upah Minimum 

Kota Bontang 

sesuai dengan 

nilai KHL 

(Kebutuhan Hidup 

Layak)

Penyuluhan 

informasi jabatan

Pelatihan 

kewirausahaan 

dan produktifitas

Pembinaan dan 

pembentukan wira 

usaha baru

Program Perlindungan 

dan Pengembangan 

Lembaga 

Tercapainya 

ketenangan 

bekerja

Mengurangi kasus 

perselisihan dan 

kecelakaan kerja

Berkurangnya 

jumlah 

perselisihan dari 

tahun ke tahun

Program Perlindungan 

dan Pengembangan 

Lembaga 

Sosialisasi 

berbagai peraturan 

pelaksanaan 

tentang 

ketenagakerjaan

1.14.01.17.

1.14.01.17.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

2 Output :
Terlaksananya forum 

konsultasi 

ketenagakerjaan

 14 sidang  12 

sidang 

107,01      12 

sidang 

116,91        12 

sidang 

166,98        12 

sidang 

200,00        12 

sidang 

225,00        74 

sidang 

815,89       

Outcome:
Tersusunnya pendapat, 

saran dan kebijakan 

ketenagakerjaan dan 

penyelesaian sejumlah 

masalah 

ketenagakerjaan

3 Output :
Penyuluhan HI & 

Pencegahan serta 

penyelesaian 

Perselisihan HI

-           15 

perusa

haan

51,43       15 

perusa

haan

52,11          30 

perusa

haan

73,74          30 

perusa

haan

63,07          30 

perusa

haan

65,00          120 

perusa

haan

305,35       

Outcome:
Terlaksananya 

penyuluhan dan 

penyebaran informasi HI 

serta  penanganan 

Kasus perselisihan HI

4 Output :
Terlatihnya para 

pengusaha / pengurus 

perusahaan dalam 

pembuatan syarat-syarat 

kerja

-           -     -           30 

orang

32,89          30 

orang

34,90          30 

orang

50,00          30 

orang

60,00          120 

orang

177,78       

Outcome:
Tercapainya HI yang 

harmonis, dinamis, 

berkeadilan dan 

bermartabat

5 Output :
Dipahaminya hal -hal 

yang berkaitan dengan 

pengupahan

-           -     -           30 

orang

33,48          30 

orang

34,90          30 

orang

50,00          30 

orang

60,00          120 

orang

178,38       

Outcome:
Tercapainya HI yang 

harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan 

6 Output :
Jumlah Pengurus SP/SB 

yang tersosialisasi

-           -     -           30 

orang

32,28          30 

orang

37,40          30 

orang

50,00          30 

orang

60,00          120 

orang

179,68       

Outcome:
SP/SB lebih memahami 

peran dan fungsinya 

dalam pelaksanaan HI

7 Output :
Jumlah peserta Bimtek -           -     -           - -             35,05          - -             - -             35,05          

Outcome:
Dipahaminya hal-hal 

terkait pembentukan LKS 

Bipartit

Fasilitasi 

penyelesaian 

prosedur 

penyelesaian 

perselisihan 

hubungan 

industrial

30 

orang

30 

orang

Bimbingan teknis 

tentang 

pembuatan syarat-

syarat kerja

Bimbingan teknis 

tentang 

pengupahan

Bimbingan teknis 

tentang 

peningkatan peran 

dan fungsi SP/SB

Lembaga 

Kerjasama Tripartit

Bimbingan teknis 

tentang 

keberadaan dan 

pelaksanaan LK 

Bipartit di 

perusahaan



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

8 Output :
Terselenggaranya 

Bimtek dengan peserta 

dari perusahaan yang 

ada di Kota Bontang

39 orang 60 

orang

43,63       30 

orang

43,42          - -             - -             - -             129 

orang

87,05          

Outcome:
Tercapainya HI yang 

harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan 

9 Output :
Terselenggaranya 

Bimtek dengan peserta 

dari perusahaan yang 

ada di Kota Bontang

-           -     -           30 

orang

35,10          30 

orang

34,20          - -             - -             60 

orang

69,29          

Outcome:
Meningkatnya 

pemahaman peserta 

Bimtek di Bidang 

Hubungan Industrial

10 Output :
Jumlah perusahaan yang 

terawasi 

60,33       65,66          57,44          70,19          75,00          328,62       

Outcome:
Ditaatinya peraturan 

perundang-undangan 

ketenagakerjaan bagi 

perusahaan

11 Output :
Jumlah Anggota P2K3 di 

perusahaan

-           -     -           30 

orang

31,39          -     -             - -             -     -             30 

orang

31,39          

Outcome:
Peningkatan kualitas 

anggota P2K3 dalam 

penerapan Norma K3 di 

tempat kerja

12 Output :
Jumlah Perusahaan -           -     -           -     -             38,13          -     -             -     -             38,13          

Outcome:
Tertingkatnya jumlah 

perusahaan yg 

menerapkan SMK3

13 Output :
Jumlah tenaga kerja 

anak dan perempuan 

yang terawasi

-           20 

orang

55,93       - -             35 

orang

33,65          -     -             -     -             55 

orang

89,58          

Outcome:
Ditaatinya peraturan 

perundang-undangan 

terkait dengan norma 

ketenagakerjaan untuk 

anak dan perempuan

65 

perusa

haan

65 

perusa

haan

65 

perusa

haan

65 

perusa

haan

430 

perusa

haan

20 

perusa

haan

65 

perusahaa

n

65 

perusa

haan

Bimtek Hubungan 

Industrial

Bimtek Code of 

Conduct Pelaku 

Proses Produksi 

dalam Hubungan 

Industrial

Pengawasan dan 

Pemeriksaan 

Pelaksanaan 

Norma 

Ketenagakerjaan

Pembinaan 

anggota P2K3

Pembinaan 

Penerapan SMK3

Pengawasan dan 

pembinaan pekerja 

anak dan 

perempuan 

20 

perusa

haan



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

14 Output :
Jumlah perusahaan yang 

diperiksa

-           -     -           18,81          28,19          45,00          55,00          147,00       

Outcome:
Tersedianya data objek 

pengawasan K3 tingkat 

kabupaten/kota

15 Output :

-           -     -           43,44          -             -     -             -     -             43,44          

Outcome:
Peningkatan  

pengetahuan tenaga 

kerja dan perusahaan 

dalam bidang K3

16 Output :

-           -     -           - -             62,80          75,00          80,00          217,80       

Outcome:
Peningkatan  

pengetahuan tenaga 

kerja dan perusahaan 

dalam bidang K3

17 Output :
Jumlah perusahaan -           -     -           -             43,39          55,00          60,00          158,39       

Outcome:
Meningkatnya jumlah 

kepesertaan Jamsostek

2

1 Output :
Persiapan raperda LK 

Bipartit

- 20,40       - -             - -             - -             - -             20,40          

Outcome:
Tersedianya bahan 

persiapan raperda LK 

Bipartit

1 199 80 364,79     90 903,35       95 1.718,71    100 1.657,00    105 1.674,50    669 6.318,34    

orang orang orang orang orang orang orang

1 Output :
Tersedianya SDM Kesos 

dan peningkatan kualitas 

pendamping kegiatan 

sosial 

60 orang 30 

orang

45,69       30 

orang

28,24          150 

orang

75,00          30 

orang

82,50          30 

orang

90,00          330 

orang

321,43       

Outcome:
Terwujudnya SDM Kesos 

dan peningkatan kualitas 

pendamping sosial  yang 

terampil

20 

perusa

haan

20 

perusa

haan

20 

perusa

haan

60 

perusa

haan

35 

perusa

haan & 

25 

peralat

an

40 

perusa

haan & 

25 

peralat

an

40 

perusa

haan & 

25 

peralat

an

130 

perusa

haan & 

100 

peralat

an

50 

orang

-

1 

dokum

en

50 

perusa

haan

50 

perusa

haan

50 

perusa

haan

150 

perusa

haan

Seminar dan Apel 

Bulan K3 Jumlah tenaga kerja dan 

perusahaan

Terwujudnnya 

keterampilan fakir 

miskin, Komunitas 

Adat Terpencil 

(KAT) dan PMKS 

Terciptanya SDM 

yang terampil

Tersedianya SDM 

PMKS yang 

terampil

Pemeriksaan dan 

Analisa Data 

Objek 

Pengawasan K3

Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT), 

dan PMKS Lainnya

Jumlah tenaga kerja dan 

perusahaan

-

Peningkatan 

kepesertaan 

Pembinaan K3 

terpadu 50 

orang

15 

perusa

haan & 

50 

peralat

an

1 

dokum

en

Peningkatan 

Kemampuan 

(Capacity Building) 

Petugas dan 

Pendamping 

Sosial 

pemberdayaan 

fakir miskin, KAT 

dan PMKS lainnya 

Program Penataan 

Kebijakan 

Ketenagakerjaan

Persiapan 

penyusunan 

raperda Lembaga 

Kerjasama (LK) 

Bipartit

1.14.01.18.

1.13.01.15.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

2 Output :
Jumlah peserta pelatihan 

keterampilan

15 orang 15 

orang

29,88       -     -              75 

orang 

75,00          80,00          85,00          205 

orang

269,88       

Outcome:
Meningkatnya 

keterampilan keluarga 

miskin

3 Output :
Terbentuknya KUBE fakir 

miskin, Lansia, Cacat 

dan KMM

-           -     -           152,25       20 

KUBE

750,84       10 

KUBE

250,00       10 

KUBE

275,00       1.428,09    

Outcome:
Meningkatnya 

keterampilan bagi KUBE 

fakir miskin, Lansia, 

Cacat dan KMM

4 Output :
Terpantaunya keluarga 

binaan sosial

-           -     -           1 tahun 61,45          1 tahun 75,00          1 tahun 80,00          1 tahun 85,00          4 tahun 301,45       

Outcome:

Keberfungsian sosial dari 

keluarga binaan sosial

2

1 Output :
Meningkatnya SDM / 

keterampilan anak 

terlantar

1 Tahun 1 

Tahun

45,70       1 

Tahun

72,95          - -             - -             - -             3 

Tahun

118,65       

Outcome:
Terwujudnya 

kemandirian anak 

terlantar

3

1 Output :
Terbinanya dan 

meningkatnya 

keterampilan 

penyandang cacat

100% 8 orang 31,95       19 

orang

106,65       10 

orang

45,83          30 

orang

55,00          30 

orang

62,50          97 

orang

301,92       

Outcome:
Terwujudnya SDM 

penyandang cacat yang 

terampil

4

1 Output :
Terbinanya Petugas dan 

Penghuni panti asuhan

-           -     -           42 

orang

155,05        44 

orang 

56,79          45 

orang

82,50          45 

orang

95,00          176 

orang

389,34       

Outcome:

45 

KUBE 

& 15 

keluarg

a 

miskin

Pelatihan 

Keterampilan dan 

Praktek Belajar 

Kerja bagi Anak 

Terlantar termasuk 

Anak Jalanan, 

Anak Cacat dan 

Anak Nakal

Program pembinaan 

para penyandang 

cacat dan trauma

Pendidikan dan 

pelatihan bagi 

penyandang cacat 

dan eks trauma 

Program pembinaan 

panti asuhan dan panti 

Pendidikan dan 

pelatihan bagi 

penghuni panti 

Monitoring dan 

evaluasi KUBE, 

Penerima bantuan 

sosial  rumah tidak 

layak huni, Peserta 

PSBR, PSKW, 

PSAH, PSAD, 

PSTW

Program pembinaan 

anak terlantar

 50 

orang 

 50 

orang 

5 

KUBE 

& 15 

Keluar

ga 

Miskin

Pelatihan 

keterampilan bagi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial

Fasilitasi 

manajemen usaha 

bagi keluarga 

miskin

1.13.01.17.

1.13.01.18.

1.13.01.19.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

Peningkatan SDM 

Petugas dan Penghuni 

Panti asuhan

2 Output :
Jumlah panti sosial yang 

menerima bantuan

-           -     -           -     -             - -             3 panti 150,00       3 panti 150,00       6 panti 300,00       

Outcome:
Terpenuhinya 

kelengkapan sarana 

prasarana panti

5

1 Output :
Jumlah peserta 

pembinaan mental

-           -     -           20 

orang

20,26          25 

orang

22,00          30 

orang

55,00          -     -             75 

orang

97,25          

Outcome:
Terwujudnya kesadaran 

bagi eks/ Penyandang 

Penyakit Sosial

6

1 Output :
Meningkatnya SDM 

Kesos masyarakat

30 orang 30 

orang

91,49       77,75          31,00          25 

orang

100,00       25 

orang

60,00          360,24       

Outcome:
Terwujudnya SDM Kesos 

masyarakat

2 Output :
Terlayaninya kebutuhan 

veteran dan warakawuri

23 orang  23 

orang 

63,20        22 

orang 

122,40        22 

orang 

139,22       145,00       152,00        134 

orang 

621,81       

Outcome:
Terpenuhinya kebutuhan 

veteran dan warakawuri

3 Output :
Keikutsertaan dalam 

HKSN Nasional dan 

terselenggaranya temu 

forum CSR

-           -     -           1 paket 69,28          250,00       1 paket 275,00       1 paket 285,00       4 paket 879,28       

Outcome:
Tereksposnya produk 

unggulan KUBE dan 

temu forum CSR

4 Output :
Jumlah peserta 

sosialisasi

-           150 

orang

56,87       -     -             - -             -     -             - -             150 

orang

56,87          

Outcome:
Terwujudnya masyarakat 

yang tertib peraturan

12 

PSKS 

& 30 

perusa

haan

15 

WKSB

M

15 

WKSB

M

110 

orang 

& 15 

WKSB

M

Pembinaan mental 

bagi eks 

penyandang 

penyakit sosial

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Peningkatan 

kualitas SDM 

kesejahteraan 

sosial masyarakat

Pembinaan 

kepahlawanan 

perintis 

kemerdekaan

Peningkatan 

jejaring kerjasama 

pelaku-pelaku 

usaha 

kesejahteraan 

sosial

Sosialisasi 

Pengumpulan 

Uang dan Barang 

(PUB) dan Undian 

Gratis Berhadiah 

(UGB)

Program pembinaan 

eks penyandang 

penyakit sosial

 22 

orang 

 22 

orang 

Penyediaan 

sarana prasarana 

panti sosial

1.13.01.20.

1.13.01.21.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

5 Output :
Jumlah peserta 

sosialisasi

-           -     -           20 

orang

37,10           10 

orang 

33,00          -     -             -     -             30 

orang

70,10          

Outcome:
Terwujudnya masyarakat 

yang tertib peraturan

6 Output :
Bertambahnya anggota 

tagana

-           -     -           - -              15 

orang 

54,79          -     -             -     -             15 

orang

54,79          

Outcome:
Terbinanya anggota 

tagana

7 Output :
Kesiagaan tagana dalam 

menghadapi bencana

-           -     -           - -              1 

tahun 

35,25           1 

tahun 

77,00           1 

tahun 

85,00          3 tahun 197,25       

Outcome:
Tertanganinya bencana 

oleh tagana

8 Output :
Pendampingan Program 

Keluarga Harapan (PKH)

-           -     -           - -              10 

orang 

75,00          -     -             -     -             10 

orang

75,00          

Outcome:
Terberdayanya rumah 

tangga miskin program 

PKH

9 Output :
Jumlah sarana 

prasarana WKSBM

-           -     -           - -             -             150,00       150,00       300,00       

Outcome:
Tersedianya sarana 

prasarana WKSBM di 

kelurahan

10 Output :
Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga

-           -     -           - -             -             1 tahun 75,00          1 tahun 100,00       2 tahun 175,00       

Outcome:
Pemberdayaan LK3

1 221,35     198,97       433,13       382,50       400,00       1.635,95    

1 Output :
Terlayaninya kebutuhan 

Lansia

100 lansia 105 

lansia

49,18       - -             - -             - -             - -             205 

lansia

49,18          

Outcome:
Terpenuhinya kebutuhan 

Lansia

6 

WKSB

M

9 

WKSB

M

15 

WKSB

M

5  

tahun 

& 30 

lansia

Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan, sarana 

dan prasarana 

rehabilitasi 

kesejahteraan 

Pemantapan dan 

penyegaran bagi 

anggota tagana 

dan pembina

4.076 

orang & 

100 lansia

1  

tahun 

& 30 

lansia

1  

tahun 

& 30 

lansia

1  

tahun 

& 30 

lansia

1  

tahun 

& 30 

lansia

1  

tahun 

& 30 

lansia

Pelatihan dasar 

bagi calon anggota 

tagana dan 

pembina

Kesiapsiagaan 

Taruna Siaga 

Bencana (Tagana)

Pelatihan bagi 

Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM)

Tersedianya 

kebutuhan lansia 

dan korban 

bencana

Terpenuhinya 

kebutuhan lansia 

dan korban 

bencana

Terlayaninya  

kebutuhan lansia 

dan korban 

bencana

Penyediaan 

sarana prasarana 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial

Pemberdayaan 

keluarga dan 

kelembagaan 

sosial

1.13.01.16.



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

2 Output :
Terlayaninya Korban 

Bencana

1 tahun  1 

tahun 

172,17      1 

tahun 

198,97        1 

tahun 

198,00        1 

tahun 

200,00        1 

tahun 

200,00        6 

tahun 

969,14       

Outcome:
Terpenuhinya Kebutuhan 

Korban Bencana

3 Output :
Jumlah PMKS yang 

ditangani

-  - -            - -              50 

orang 

178,93        50 

orang 

137,50        50 

orang 

145,00       150 

orang

461,43       

Outcome:

4 Output :
Jumlah lanjut usia tidak 

potensial yang dibantu

- - -           - -             30 

orang

36,03          30 

orang

45,00          30 

orang

55,00          90 

orang

136,03       

Outcome:
Terlaksananya bantuan 

untuk lansia tidak 

potensial

5 Output :
Jumlah peserta 

sosialisasi 

- - -           - -             40 

orang

20,18          - -             - -             40 

orang

20,18          

Outcome:
Terlaksananya 

sosialisasi pencegahan 

dan penanggulangan 

HIV/AIDS

6 Output :
Jumlah peserta 

sosialisasi

-           505 

orang

88,19       - -             - -             - -             - -             505 

orang

88,19          

Outcome:
Terwujudnya kesadaran 

masyarakat tentang 

proses kelengkapan 

administrasi untuk 

mendapatkan santunan 

kematian

7 Output :
tersedianya dana 

santunan kematian bagi 

warga yang terdaftar 

pada KK di wilayah Kota 

Bontang

-           900 

orang

226,43     508 

orang

551,30       650 

orang

715,00       650 

orang

715,00       690 

orang

750,00       3398 

orang

2.957,72    

Outcome:
Terpenuhinya 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

ditinggal mati 

keluarganya

Tertanganinya 

penyandang cacat fisik 

dan mental, 

keterlantaran, 

gelandangan dan 

pengemis 

Sosialisasi 

pemberian 

santunan kematian 

bagi warga yang 

tercatat pada 

Kartu Keluarga di 

wilayah Kota 

Bontang

Penanganan 

Korban Bencana

Penanganan 

terhadap penyakit 

kejiwaan, 

keterlantaran 

termasuk anak 

jalanan, anak 

cacat dan anak 

terlantar, 

gelandangan, 

pengemis

Jaminan Sosial 

bagi Penyandang 

Cacat Berat dan 

Lanjut Usia Tidak 

Potensial

Pencegahan dan 

penanggulangan 

HIV/AIDS

Pemberian 

santunan kematian 

bagi warga yang 

tercatat pada kartu 

keluarga di 

Wilayah Kota 

Bontang



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kode Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra SKPD 

(2016)

Tujuan Sasaran

5

Indikator Sasaran

4

Lokasi / 

Keterang

an

Unit kerja 

SKPD 

Penangg

ung 

Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 

dan Kegiatan (Output)

8 Output :
terlaksananya kegiatan 

temu konsultasi bidang 

sosial se-Kalimantan 

Timur dan koordinasi 

upaya penanggulangan 

-           -     -           14 

Kab/Ko

ta se 

Kaltim

97,51          - -             - -             - -             14 

Kab/Ko

ta se 

Kaltim

97,51          

Outcome:
Tercapainya 

singkronisasi program 

pembangunan 

kesejahteraan sosial

Koordinasi 

perumusan 

kebijakan dan  

sinkronisasi 

pelaksanaan 

upaya-upaya 

penanggulangan  

kemiskinan dan 

penurunan 

kesenjangan

6.171,04  11.514,92  12.670,75  6.493,88    9.218,28    JUMLAH 46.068,87  
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BAB  VI 
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
 

 

Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh SKPD pada akhir periode 

Renstra. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator 

outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang 

bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir 

periode Renstra SKPD dapat dicapai. 

 

1.1 Penentuan Indikator Kinerja 

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi SKPD, indikator 

kinerja merupakan akumulasi kinerja SKPD dalam menjalankan program dan 

kegiatannya. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang 

dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan target ditetapkan untuk setiap 

tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja memiliki karakter yang 

berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja ada yang bersifat 

dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari 

program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda 

tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda 

pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan 

tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator -

indikator: 

a. Exact :  ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil 

pencapaian sasaran strategis yang diharapkan. 

b. Proxy :  indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi 

sesuatu yang mewakili hasil tersebut. 
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c. Activity :    indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya dan waktu dari 

kegiatan - kegiatan yang berdampak pada Sasaran strategis 

yang bersangkutan. 

Sebagian besar indikator kinerja SKPD merupakan indikator activity yang 

digunakan untuk mengukur kinerja SKPD.  

Dalam penetapan Indikator kinerja daerah perlu memperhatikan 

kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, 

memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada serta memperhatikan kondisi 

eksisting pencapaian indikator sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan, 

karena apa yang akan dicapai tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan 

kemampuan intern SKPD, partisipasi masyarakat, potensi yang dimiliki oleh 

daerah serta semangat dan loyalitas aparatnya yang tercermin dari komitmen 

bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja.  

 

1.2 Indikator dan Target Kinerja 

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja SKPD sekaligus 

sebagai acuan penyusunan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan 

dengan jelas pada Renstra ini. Indikator kinerja ditampilkan dengan 

menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2011 sampai 

2016.  

Penetapan indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan 

RPJMD selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 6.1.  
Tabel Penetapan Indikator Kinerja yang mengacu 

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

NO 

  

ASPEK/FOKUS/BIDANG/INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

  

Kondisi Kinerja 
pada awal 

periode RPJMD 
Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode 
RPJMD Tahun 2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 

4.   Ketenagakerjaan 

4.1. Rasio penduduk yang bekerja 0,93 0,95 0,98 1,01 1,04 1,07 1,07 

ASPEK PELAYANAN UMUM  

Fokus Layanan Urusan Wajib 

13. Sosial 

13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 
jompo dan panti rehabilitasi 6 6 6 6 6 6 6 

13.2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3,18% 3,30% 3,43% 3,55% 3,67% 3,76% 3,76% 

13.3.  Penanganan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

3,86% 3,92% 3,98% 4,05% 4,11% 4,17% 4,17% 
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NO 

  

ASPEK/FOKUS/BIDANG/INDIKATOR 
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

  

Kondisi Kinerja 
pada awal 

periode RPJMD 
Target Capaian Setiap Tahun  

Kondisi Kinerja 
pada akhir 

periode 
RPJMD Tahun 2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

14. Ketenagakerjaan 

14.1.  Angka Partisipasi Angkatan Kerja 57,18% 58,13% 59,10% 60,09% 61,09% 62,11% 62,11% 

14.2.  Angka sengketa pengusaha - pekerja per 
tahun  

153,85 153,85 138,46 138,46 115,38 115,38 115,38 

14.3.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  59,00% 57,43% 57,85% 58,24% 58,60% 57,43% 57,43% 

14.4.  Pencari kerja yang ditempatkan 26,77% 27,72% 28,26% 29,44% 30,25% 30,62% 30,62% 

14.5.  Tingkat pengangguran terbuka 7,43% 7,31% 7,18% 7,06% 6,95% 6,83% 6,83% 

14.6. Keselamatan dan perlindungan 79,49% 73,08% 75,38% 76,15% 77,69% 79,23% 79,23% 

14.7.  Perselisihan buruh dan pengusaha 
terhadap kebijakan pemerintah daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Fokus Sumber Daya Manusia  

1. Ketenagakerjaan  

1.1.     Rasio lulusan S1/S2/S3 54,49 62,08 75,91 88,43 102,94 116,67 132,30 

1.2.     Rasio ketergantungan 49,66 51,07 50,64 50,23 49,84 49,48 49,48 
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Pengukuran indikator-indikator kinerja di atas dilakukan dengan cara 

perhitungan sesuai data yang ada pada tabel berikut ini : 

Tabel 6.2.  
Tabel Pengukuran indikator-indikator kinerja 

 

1.  Sosial 

1.1 1 

Sarana sosial seperti panti 

asuhan, panti jompo dan panti 

rehabilitasi 

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti 

rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. 

1.2  
PMKS yg memperoleh bantuan 

sosial  

1.3  
Penanganan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial  

2.  Ketenagakerjaan 

2.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 
 

2.2 
Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun   

2.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja  
 

2.4 Pencari kerja yang ditempatkan 
 

2.5 Tingkat pengangguran terbuka 
 

2.6 Keselamatan dan perlindungan 

 

2.7 
Perselisihan buruh dan 

pengusaha terhadap kebijakan 

pemerintah daerah 
 

2.8 Rasio lulusan S1/S2/S3 
 

2.9 Rasio ketergantungan 
 

2.10 Rasio penduduk yang bekerja 
 

 

 

 


